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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan

Kep. Bangka Belitung

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Adapun tugas Kantor Wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan
analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian
kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah
kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak mempunyai fungsi :
1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana

strategis di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;

3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran
kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;

4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi
tanggung jawab Kantor Wilayah;

5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan,
pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan
Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang
perpajakan;

6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan,
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, kegiatan forensik
digital, kolaborasi penegakan hukum dan intelijen di bidang perpajakan;

7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat
Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan
pembatalan hasil pemeriksaan pajak;

8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;

9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
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10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian,
keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi,
pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan
Kep. Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawabhi
1 (satu) Kepala Bagian Umum, dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 13 (tiga belas)
unit kerja eselon Il yang merupakan instansi vertikal dibawahnya yang terdiri
dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 (dua belas) Kantor
Pelayanan Pajak Pratama.

B. Mandat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun
2024, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024
tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya,
serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2024. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung memperoleh mandat untuk merealisasikan pendapatan dari
penerimaan sektor pajak sebesar Rp23.191.692.682.000, yang terdiri dari PPh
Non Migas sebesar Rpl10.423.405.956.000, PPN dan PPnBM sebesar
Rp10.211.323.121.000, PBB P5L Rp2.369.583.343.000 serta Pajak lainnya
sebesar Rp187.380.262.000.

(Sumber data: Kinerja Penerimaan Appportal Data tanggal 14 Januari 2025
14:40 WIB)

C. Peranan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Salah satu fungsi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung yaitu pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang
perpajakan, menjadikan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengamankan
rencana penerimaan negara demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara, khususnya kelangsungan roda pemerintahan dan roda
pembangunan. Hal ini tergambar dari peran Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kep. Bangka Belitung jika ditinjau dari tugas yang diemban Direktorat Jenderal
Pajak dalam merealisasikan penerimaan negara untuk Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp23.293.416.031.659 atau capaian sebesar 100,44%, maka peran
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sebesar
1.21% terhadap target nasional.
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D. Kekuatan Sebagai Sumber Daya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep.
Bangka Belitung

1. Organisasi

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Wilayah mempunyai struktur organisasi tersendiri yang terpisah dari Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Susunan organisasi Kantor Wilayah DJP
Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung terdiri dari Kepala Kantor
sebagai pimpinan dengan membawabhi :

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah,

pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.
b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas
melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan
dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan bimbingan
pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak,
melaksanakan pemberian dukungan teknis computer dan
melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan
teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan
pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan
pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi
penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan
Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan
Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan
dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.
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d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai
tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan
penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan
dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis
pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi
kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh
Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah,
melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat
Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer review), memberikan
bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan
pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan
intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi
penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan, serta melaksanakan kegiatan forensik digital untuk
mendukung kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
tindak pidana perpajakan
e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan
pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan
dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan
urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan
pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

f. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan mempunyai tugas
melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian
pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau
pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan,
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan
penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.
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Selain itu, untuk Tahun Anggaran 2024 Kanwil DJP Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 1 (satu) Kantor Pelayanan
Pajak Madya dan 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu :
KPP Madya Palembang

KPP Pratama Palembang Ilir Timur
KPP Pratama Baturaja

KPP Pratama Lubuk Linggau

KPP Pratama Pangkal Pinang

KPP Pratama Tanjung Pandan

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
KPP Pratama Palembang llir Barat

KPP Pratama Lahat

KPP Pratama Kayu Agung

. KPP Pratama Prabumulih

© © N o g bk~ wDdRE

=
N B O

. KPP Pratama Sekayu

=
w

KPP Pratama Bangka

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kep. Bangka Belitung adalah 152 pegawai dengan perincian sebagai berikut :
a. Berdasarkan Golongan :

No. Golongan Jumlah
1. v 39
2. [ 74
3. Il 39
b. Berdasarkan Jabatan :

No. | Jabatan Jumlah

1. Kepala Kantor 1

2. Pejabat Administrator 6

3. Pejabat Pengawas 20

4, Penelaah Keberatan 25

5. Pemeriksa 36

6. Penilai 6

7. Penyuluh 3

8. Bendaharawan 1

9. Sekretaris 1

10. Pelaksana 53

(Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel 6 Januari 2025)
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3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kanwil DJP Sumatera
Selatan dan Kep. Bangka Belitung untuk menunjang pelaksanaan tugas
adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah
1 | Barang Konsumsi 0
2 | Bahan untuk Pemeliharaan 0
3 | Suku Cadang 0
4 | Pita Cukai, Materai, dan Leges 0
5 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau 0
diserahkan kepada Masyarakat
6 | Aset lain-lain untuk diserahkan kepada 0
Masyarakat
7 Barang Persediaan Lainnya untuk 0
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
8 | Bahan Baku 0
9 | Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 0
10 | Persediaan lainnya 0
11 | Tanah 260.457.577.000
12 | Peralatan dan Mesin 17.300.087.132
13 | Gedung dan Bangunan 59.658.778.080
14 | Jalan dan Jembatan 0
15 | Irigasi 0
16 | Jaringan 0
17 | Aset Tetap Lainnya 0
18 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (11.675.241.644)
19 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (12.772.142.286)
20 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0
21 | Akumulasi Penyusutan Irigasi 0
22 | Akumulasi Penyusutan Jaringan 0
23 | Akumulasi Amortisasi Software (58.416.330)
24 | Software 233.923.431
o5 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 0
operasi pemerintahan
26 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang 0
tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
27 | Akumulasi Amortisasi software 0
JUMLAH 313.144.565.383

(Sumber data: Aplikasi SAKTI Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Selasa, 14 Januari 2025)
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E. Aspek Strategis dan Aspek Eksternal

Dalam upaya mengamankan rencana penerimaan negara, Kantor Wilayah
DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan strategi
dan program yang telah disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
sebagai berikut:

1.

Persiapan Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) untuk
mendukung transformasi layanan perpajakan Indonesia.

2. Program Konseling Akhir Tahun yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung.

3. Penerapan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai
upaya untuk memperluas basis penerimaan pajak.

4. Program Pemusatan NPWP dengan tujuan memudahkan PKP untuk
mengadministrasikan PPN nya baik dari penerbitan hingga pelaporan.

5. Hubungan dengan pihak ketiga/Pemda/Instansi terkait pengumpulan data
ILAP dalam rangka penggalian potensi pajak.

6. Optimalisasi peran Fungsional Penilai Pajak dalam kegiatan
pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum.

7. Optimalisasi pengawasan tindak lanjut atas DPP, DSPP, DSPPn dan
DSPE.

8. Implementasi pengamanan atas tindak lanjut PMK 59/PMK. 03/2022
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pencabutan dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, serta Penyetoran, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak bagi
Instansi Pemerintah

9. Banyaknya industri yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera
Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

10. Hubungan dengan pihak ketiga/ Pemda/ Instansi terkait terjalin dengan
cukup baik.

11. Perubahan/ perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat
dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi

12. Wilayah kerja yang luas dan kondisi lingkungan yang cukup menunjang.

13. Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja instansi
pemerintah.

14. Optimalisasi fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan
penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dengan mengacu pada CRM
IRE

15. Optimalisasi penerimaan pajak ari belanja pemerintah dengan koordinasi
dan pendampingan pada satker terkait.

16. Optimalisasi penggalian potensi Wajib Pajak Sektor Timah.

17. Edukasi perpajakan secara terstruktur dan masif.

18. Pembenahan MFWP secara berkelanjutan.

19. Perjanjian kerja sama Pertukaran data dengan pihak ketiga.

20. Perekaman Lokasi WP melalui aplikasi MATOA.

21. Pemanfaatan data online marketplace.
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F. Permasalahan Utama
Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung menghadapi tantangan dalam merealisasikan pendapatan
dari penerimaan sektor pajak sebagai berikut:

1. Shadow Economy di provinsi Sumsel dan Babel yang diperkirakan
mencapai 18,3% dari PDRB (Sumber:Prospek Edisi | November 2024).

2. Penurunan target produksi batu bara tahun 2024 dari realisasi 2023.

3. Pembenahan administrasi pengenaan pajak atas WP sektor
pertambangan timah khususnya Pengenaan PPh Pasal 22 untuk pelaku
tata niaga timah yang belum memiliki 1zin Usaha Pertambangan (IUP).

4. Perlambatan aktivitas sektor timah akibat approval terhadap Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang terlambat.

5. Banjir dan cuaca ekstrem di sejumlah sentra tanaman hortikultura
menyebabkan hasil panen kurang optimal.

6. Ekspor barang diperkirakan belum kuat seiring penurunan permintaan
negara mitra dagang utama.

7. Volatilitas harga komoditas Batubara, Sawit dan Karet..

8. Harga komoditas yang mulai melewati tren puncaknya.

4. Kurangnya bahan baku pemeriksaan/bukti permulaan baik secara
kuantitas maupun kualitas dan terlambat terbit

5. Kekurangan FPP baik secara kuantitas maupun kualitas

6. Penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang kurang optimal

7. Pemanfaatan aplikasi terkait pemeriksaan tidak optimal

8. Kurangnya sinergi dan komunikasi antar FPP dan Pengawasan dalam
pelaksanaan tugas

9. Kekurangan JSPN baik secara kuantitas maupun kualitas

10. Bahan baku DSPC kurang berkualitas

11. Tindakan penagihan aktif tidak segera ditindaklanjuti

12. Bahan Baku Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkualitas

13. Penyelesaian tunggakan penyidikan yang kurang optimal

14. Konversi tindakan penagihan PBB yang masih mengalami kesulitan

15. Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan intelijen lapangan dikarenakan
luasnya wilayah yang terdiri dari kepulauan, keterbatasan personil
intelijen perpajakan dan anggaran perjalanan dinas.

16. Akses data intelijen terbatas

17. Administrasi penyelesaian dan pelaporan yang kompleks atas kegiatan
intelijen perpajakan.

18. Kurangnya inisiatif KPP terkait kolaborasi penegakan hukum

19. Penurunan harga komoditas

20. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (pelaporan dan pembayaran) yang masih
rendah.

21. pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas
menengah.

22. Pengawasan terhadap WP sektor komoditas yang terdampak regulasi
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan
yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif
untuk mencapai sebuah tujuan.

1. VIS

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep.
Bangka Belitung adalah sebagaimana VISI yang telah ditetapkan
Direktorat Jenderal Pajak yaitu fiMenjadi Mitra Tepercaya Pembangunan
Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilano .

2. MiSI

Misi yang diemban oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung adalah sebagaimana misi yang telah ditetapkan Direktorat
Jenderal Pajak yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas
dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta
penegakan hukum yang adil;

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang
berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Nilai adalah landasan dalam bersikap dan bertindak aktual dipraktekkan
dalam organisasi, dipahami, diyakini dan diimplementasikan.
a. Integritas:

Dalam berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak, Pimpinan dan
seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan
melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh
kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang dilakukan dengan kaidah
perilaku utama, bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya, serta
menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme:

Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Keuangan tuntas dan akurat berdasarkan
kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen
tinggi, yang dilakukan dengan kaidah perilaku utama, mempunyai
keahlian dan pengetahuan yang luas serta bekerja dengan hati.

c. Sinergi:
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Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan
hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang
harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat dan berkualitas, yang dilakukan dengan kaidah
perilaku utama, memiliki sangka baik, saling percaya dan
menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
d. Pelayanan:

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,
akurat dan aman. Dilakukan dengan perilaku utama, melayani dengan
berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, serta bersikap
proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan:

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk
menjadi dan memberikan yang terbaik. Dilakukan dengan perilaku
utama, melakukan perbaikan terus menerus dan mengembangkan
inovasi dan kreativitas.

4. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan
arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan
sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk
memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;

b. Penerimaan negara yang optimal; dan

c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur
akan dicapai secara nyata. Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang
hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep.
Bangka Belitung, yaitu:

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

d. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;

LAPORKNNER4A24

Halam&to



PERENCANKIAIER J/BAR

g. Penegakan hukum yang efektif;
Penanganan upaya hukum yang efekiif;
i. Data dan informasi yang berkualitas;
j.  Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

k. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Penetapan kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja Kepala Kantor
Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yaitu sebagai
berikut:
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PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-24/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
No. | p E‘am. : | Indikator Kinerja | Target
Penerimaan negara dari 01a-CP Persentase realisasi penenmaan pajak 100%
L EEF;;I pajak Y& '09b-N Indeks realisasi perumbuhan penenimaan pajak 100
opti bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kes
02a-CP Pemsentase realisasi penerimaan pajsk dan 100%
kegiztan Pengawasan Pembayaran Masa (FPM)
3 Kepatuhan ahun
berjalan yang tinggi 02b-CP  Persemtzse  capaian  tngkat  kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan| 100%
Orang Pribadi
3 Kepatuhan ahun 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajsk darn 100%
sebelumnya yang tinggi | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PEM)
4z-CP Persentzse perubahan penlzku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan ruluhan %
4 Edukasi, pelayanan, dan =0 peny
kehumssan yang elekiif 0db-M  Indeks  kepuzsan pelayanan, efektivilas
100°%
pemyulrhan dan kehumasan
Pengawasan
3 |pembayaran masa yang | 05a-CF Persentase pengawasan pembayaran masa 0%
efskif
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100%
atas dates danfatau keterangan
& Pengujizn kepatuhan
miaterial yang efektif
06b-M Efektivitzs pengelolzan komite kepatuhan Wajib 100%
Pajak Kanwil CUP tepat wakiu
07=-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilzian 100%
7 Penegakan hukum Yang
edakif 07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, 50%
dan kolaborasi ”
08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non- BE.S%
2 Penanganan upaya keberatan tepat wakiu
hulkum yang efekif
08b-M Persentase penanganan upaya hukum yang efekdf | 63%
3 Ciata dan informasi yang | 03a-M Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) 100%
berkualitas data perpajakan dan penyediaan deta potensi perpajzkan
%
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B.Program Dukungan Manglemen
1.Pengelolzan Keuangan, BMN, dan Umum

No.| p E"'E“. | Indikator Kinerja | Target
09b-M Persentase penghimpunan datz regional dari ILAF | 55%
10a-M Tingkat kualitas kompetensi S0 a0

0 Pengelolzan  Organisasi | 10b-N Indeks Penilaizn Integritas Unit 100

dan SDM yang adaptif
10c-M Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja a0
dan manajemen fsiko
Fengelolzan  keuangan N i
11 yang akustahel 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100
Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
A Program Pengeiodaan Penenimaan Megars Rp 4.050.8%4.000
1.Ekstensifikasi Penerimaan Megara Rp  778272.000
2 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp 1.331.126.000
3 Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp  B75875.000
4 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan Rp 123430000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp  542.151.000

Rp 13.883.138.000
Rp 12.656.158.000

2 Pengelolaan Organisasi dan S0 Rp 1223846000

Total Rp 17.936.082.00

0

Palembang, 31 Januan 2024
Direkiur Jenderal Pajak, Hepala Kantor Wilaysh Direkiorat Jenderal Pajak
i Eas Sumatera Selatan dan EwppgesyE ngka Belitung,
Surye Utomo Tarmizi
e
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RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUNM 2024
1 Penerimaan negara dar sektor pajak yang cptimal
01a-CP |Persentase rezlisasi pensrimaan pajak 195 | 43% | 43% | T3% | 73% | 100% | 1007%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
01b-M |pajgk brete dan  dewiasi  propeksi| 100 [ 103 | 100 | 100 | 103 | 100 | 100
perencanaan kas
2 Kepatuhan thun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penenmaan pajak
02a-CP |dar kegiztan Pengawasan Pembayaran| 19% | £3% | 43% | 735 | 755% [ 100% | 100%
Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatwhan
02b-CF |penyampaizn SPT Tahunan PPh Wajib| 60°% [ 80°% | 80°% | S0% | 90% [ 1007 | 100%
Pajak Badan dan Crang Pribadi
3 Kepatuhan @hun sebelumnya yang Gnogi
Persentase realisasi penernmaan pajak
03a-CP |dan kegiatan Pengujian Kepatuhan| 23% | 30% | 30% | 725% | 73% [ 100°% | 100%
Material (FEM)
4 Edukasi, pelayanan. dan kehumasan yang sfekti
Persentase perubahan perilaku lapor dan
04a-CP |bayar atas hkegiztan  edukasi  dan| 105 | 40°% | 0% | 805 | 6O5 | 74% | T4%
penyuluhan
04b-N Indeks kepuasan pelsyanan. efekivitas s | sz 10wl 5% | 155 | a5 | 100
penyuluhan dan kehumasan
3 Pengawa=an pembayaran masa yang sfektif
05a-CP fﬂirf:"me pengawasan  pembayarEn| oo | gg% | g0 | sow | sow | sow | sow
& Pengujian kepatuhan matenal yang efektif
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Target

Kode
53"'“-" 55 dan KU Q1 | Q2 Sme1| Q3 (5403 O4 | Y

Persentase penyelesaian  permintzan

0z-CP -
penjelasan atas data dandatau keterangan

1007% | 1000 [ 1005 | 100% | 10075 | 100% | 100%

Efekiivitas pengelolzan Komite Kepatuhan

05b-N Wajib Pajak Kamwil DJP tepat wakiu

1007% | 1000 | 100% | 100% | 10005 | 100% | 100%

7 Penegakan hukumn yang efektf

Tingkat efekivitas pemenksaan dan

07=-CP _
penilaizn

1007% | 1000 | 100% | 100% | 1000 | 100% | 100%

Tingkat efekivias penegakan  hukum o | aper | aner - "
07b-CP penagihan, dan kolaborasi 209 | 400 | 40°% | 805 | 60 | 907 | SDL

g Penanganan upaya hukum yang efektf
Persentase penyelesaian keberatan dan| B6.5 | 86,5 | BE3 | B6ES | 86,3 | B&3 =
0B=-CF non-keberatan t=pat wakty % % % % 86.7%
Persentase penanganan wpaya hukum . . . .
DEb-M 63% | 63% | 63% | &3% | 63% | 63% | E3L

vang efsktif

3 Diata dan informasi yang berkuslitas

Persentase produksi Laporan  Hasil
0%a-M (Apalisizs (LHA) data perpajgkan dan| 20% | 30% | 30°% | BOO. | BOS. [100% | 100%
penyediaan data potensi perpajakan

Persentase penghimpunan data regional

08b-M dari ILAP 10% | 25°% | 25°% | 40% | 40% | 557% | 55
d Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

10a-M  |Tingkat kualitas kompetensi SO 13 43 43 T3 T3 50 o0

10b-M  [Ind=ks Penilzian Integris Unit - - - - - 100 | 100

Indeks efektivitas implementasi

10c-M - L ) -
manajemsn kinerja dan manajemen risiko

23 47 a7 Fii) 70 50 S0

11 Pengelolzan keuangan yang skuntabel

Indeks  kinerja huzltas pelsksanzan
anggaran

11a-CP 100 | 00 | 100 | 100 | 90D | 100 | 100
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Palembang, 31 Januan 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung.

-~

Tarmizi
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
1. |Indeks Nilai Indeks Survei |Indeks Hasil Q1 sampai dengan Q4: Q1 sampai dengan Q4: Januari - Bidang Rp
kepuasan Tinggi Survei 1.Penegasan kepada KPP |1.Nota Dinas Desember P2Humas 490.737.500
pelayanan, tentang kepedulian |2.Nota Dinas 2024 (empat ratus
ofaktivitas petugas layanan atas|3.Dokumentasi Sembilan puluh
penyuluhan, pelaksanaan dan materi juta tujuh ratus

tiga puluh tujuh

dan survei _ ribu lima ratus
kehumasan 2.Rekomendasi ke KPP rupiah)
berdasarkan hasil survei
sebelumnya

3. Mengadakan Kegiatan
Media Gathering

2. |Tingkat a. Program Tingkat efektivitas | Q1 sampai dengan Q4: Q1 sampai dengan Januari - Bidang P2IP | Rp245.826.000,-
efektivitas akselerasi pemeriksaandan |- FGD Penyusunan Bahan|Q4: Desember 2024 dan PEP
pemeriksaan (PROKSI) penyelesaian Baku Pemeriksaan - Komitmen (dua ratgs empat
dan penyelesaian penilaian 100% - Monev komitmen penyelesaian puluh lima juta
penyelesaian tunggakan penyelesaian tunggakan delapan ratus
penilaian pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan dan dua puluh enam
- Monitoring dan Evaluasi| pencairan  PKM nbu rupiah)
kegiatan Penilaian tahun 2024
melalui Dashboard| - BA Monev
DSPPn Pemeriksaan
b. Peningkatan - Melakukan penyandingan| - Laporan Evaluasi
mutu/kualitas data pada SPOP Sektor| dalam bentuk
penilaian Minerba dan Perkebunan infografis kegiatan
dengan SPT Tahunan penilaian
Waijib Pajak Penggalian|- Laporan Hasil
potensi  (penyandingan Analisis  Potensi
SPOP-Kondisi PBB dan jenis
Lapangan-SPPT) pajak lainnya
3. |Tingkat a. Eskalasi Tercapainya Q1 sampai dengan Q4: Q1 sampai dengan Januari - Bidang PPIP | Rp471.621.000,-
efektivitas Potensi target IKU|- Rapat Kerja Bersama|Q4: Desember 2024
penegakan (ESKAPQO) efektivitas kolaborasi penegakan| - Notula rapat kerja (Empat ratus
hukum, untuk  kegiatan| penegakan hukum Bersama !“J“h puluh satu
penagihan, Penegakan hukum, kolaborasi juta enam ratus
dan kolaborasi Hukum  yang| penagihan, dan penegakan hukum dua puluh satu
Efektif kolaborasi nbu rupish)
- FGD Penyusunan Bahan| - Komitmen
b. Optimalisasi Baku serta komitmen| Penyelesaian
tindakan penyelesaian tindakan| tindakan penagihan
penagihan yang penagihan dan pencairan| dan pencairan PKM
efektif PKM
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dan penyediaan data
untuk bahan baku LHA.

- Melaksanakan
atau pendampingan
fungsional dan analis
dalam penyusunan LHA

pairing

- Data bahan baku
LHA.

- LHA yang telah
diteliti dan
disetujui.

Persentase - Mengoptimalkan Terciptanya Q1 sampai dengan Q4: Q1 sampai dengan Januari - Bidang KBP | Rp13.500.000,-
penanganan Jumlah SK kinerja 1. Melakukan bimbingan|Q4 Desember 2024 . .
upaya hukum Keberatan dan SK | penyelesaian kepada . Penelaah| 1. SK Keberatan dan (tiga belas juta
yang efektif Non Keberatan keberatan dan non | [eberatan terkait: ) SK Non Keberatan lima ratus ribu
. a. peningkatan  kualitas| yang tidak diajukan rupiah)
yang tidak digjukan | keberatan yang penyusunan laporan| upaya hukum
upaya hukum semakin penelitian 2. Putusan
selanjutnya serta | berkualitas b. menyusun kajian atas| Pengadilan Pajak
meningkatkan putusan  Pengadilan| yang amarnya
persentase jumiah Pajak dengan amar| memenangkan
putusan yang Eutusan mengabulkan| DJP
anding Pemohon
mempertahankan Banding
objek 2. Melakukan bimbingan
banding/gugatan di kepada KPP mengenai:
Pengadilan Pajak a. penanganan risiko
dan administrasi
permohonan
keberatan dan non
keberatan
b. penyampaian hasil
kajian atas putusan
Pengadilan Pajak
dengan amar putusan
mengabulkan
banding Pemohon
Banding
Persentase Kolaborasi antara Laporan Hasil Q1 sampai dengan Q4: Q1 sampai dengan Januari - Bidang DP3, | Rp73.744.000
Produksi fungsional Analisis (LHA) - Melaksanakan Bimtek | Q4 Desember 2024 PEP dan X
Laporan Hasil | pemeriksa, yang berkualitas Penarikan dan|- Notula Bimtek PPIP (tujuh PUIUh tiga
Analisis (LHA) | penyidik, penilai, untuk menunjang Pengolahan data Penarikan dan Juta tujuh ratus
data Kepala Seksi, penerimaan PKM |- Melaksanakan IHT ALK:|  Pengolahan Data. empat puluh
perpajakan Penelaah dengan jumlah Penggalian potensi pajak|- Notula Forum empaft ribu
dan Keberatan, dan sebanyak 150 sektor perdagangan Pengawasan; rupiah)
penyediaan pelaksana untuk LHA, besar, sawit, karet, Notula Bimtek
Data Potensi | memproduksi LHA batubara, dan timah. Penggalian
Perpajakan yang berkualitas. - Melaksanakan penarikan Potensi Pajak
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Sistem
Pengendalian Fraud

Indeks
Penilaian
Integritas Unit

Mengurangi
kemungkinan dan
dampak adanya
tangkap tangan,
pungutan liar
(pungli), tindakan
korupsi yang
terverifikasi oleh
Unit Kepatuhan
Internal (UKI),
Itjen, dan/atau
dideteksi oleh
Aparat Penegak
Hukum

Q1-Q2: Q1-Q2: Januari - Bagian
- Pembuatan Aplikasi| - Aplikasi Musi 060 | Desember 2024 Umum
sebagai Media
Komunikasi untuk
menyampaikan kritik,
saran dan aduan baik
mengenai layanan,
kinerja, serta Kode Etik
dan Kode Perilaku
Pegawai
Q2-Q4: Qz-Q4
- Menambah basis dan| - Database profil
komponen profiling pegawai
pegawai - Screenshot  chat|
- Melakukan Public| WA kepada
Campaign Penguatan keluarga pegawai
Integritas dan Antikorupsi
secara khusus kepada
keluarga pegawai

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung
= =

Tarmizi

KEMENTERIAN KEUANGAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA |Tarmizi NAMA [Suryo Utomo
NIP 196711111993101001 NIP 196503261993101001
PANGKAT/ Pembina Utama Muda, IVic PANGKAT/ Pembina Utama, IV/e
GOL RUANG GOL RUANG
JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal| JABATAN Direktur Jenderal Pajak
Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung
UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak | UNIT KERJA Direktorat Jenderal Pajak
[Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung
NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF
1) | (2) (3) [ @ (5)
A UTAMA
1. | Penerimaan negara dari sektor Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
pajak yang optimal
(Penugasan dari Direktur Jenderal Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 100 Penerima Layanan
Pajak) pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas
2. | Kepatuhan tahun berjalan yang Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
tinggi dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
(Penugasan dan Direktur Jenderal | Masa (PPM)
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Pajak) Persentase capaian tingkat kepatuhan 100% Penerima Layanan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. | Kepatuhan tahun sebelumnya Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
yang tinggi dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
(Penugasan dari Direktur Jenderal | Material (PKM)
Pajak)
4. | Edukasi, pelayanan, dan Persentase perubahan perilaku lapor dan T4% Proses Bisnis
kehumasan yang efektif bayar atas kegiatan edukasi dan
(Penugasan dari Direktur Jenderal | penyuluhan
Pajak)
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas 100% Proses Bisnis
Penyuluhan dan Kehumasan
5. | Pengawasan pembayaran masa Persentase Pengawasan Pembayaran 90% Proses Bisnis
yang efektif Masa
(Penugasan dari Direktur Jenderal
Pajak)
6. | Pengujian kepatuhan material Persentase penyelesaian permintaan 100% Proses Bisnis
yang efektif penjelasan atas data dan/atau keterangan
(Penugasan dari Direktur Jenderal
Pajak) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 100% Proses Bisnis
Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
7. | Penegakan hukum yang efektif Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 100% Proses Bisnis
(Penugasan dari Direktur Jenderal | Penilaian
Pajak)
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, 90% Proses Bisnis
Penagihan dan Kolaborasi
8. | Penanganan upaya hukum yang Persentase penyelesaian keberatan dan 86,5% Proses Bisnis
efektif non keberatan tepat waktu
(Penugasan dari Direktur Jenderal
Pajak) Persentase penanganan upaya hukum 63% Proses Bisnis
yang efektif
9. | Data dan informasi yang Persentase produksi Laporan Hasil 100% Proses Bisnis
berkualitas Analisis (LHA) data perpajakan dan
(Penugasan dari Direktur Jenderal | penyediaan data potensi perpajakan
Pajak)
Persentase penghimpunan data regional 55% Proses Bisnis
dari ILAP
10. | Pengelolaan Organisasi dan SDM | Tingkat kualitas kompetensi SDM 80 Penguatan Internal
yang adaptif atau Anggaran
(Penugasan dari Direktur Jenderal
Pajak) Indeks Penilaian Integritas Unit 100 Penguatan Internal
atau Anggaran
Indeks efektivitas implementasi 90 Penguatan Internal
manajemen kinerja dan manajemen risiko atau Anggaran
11. | Pengelolaan keuangan yang Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100 Penguatan Internal

akuntabel
(Penugasan dari Direktur Jenderal
Pajak)

anggaran

atau Anggaran

B. TAMBAHAN
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PERILAKU KERJA

1

Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

- Melakukan perbaikan tiada henti

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Memberikan pelayanan sesual dengan kebutuhan kepada
seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan,
bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa
melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara bertanggung jawab, efeklif, dan
efisien.

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai  kebenaran dalam
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi
dan negara.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah

- Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan
tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki,
serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-
menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.

Harmonis

-Menghargai latar
belakangnya
-Suka menolong orang lain

-Membangun lingkungan kerja yang kondusif

setiap orang apapun

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama
untuk mencapal hasil kerja yang terbaik berlandaskan

PERILAKU KERJA

keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa
membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Loyal

-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta pemerintahan yang
sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan Negara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspekiasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai  kebenaran dalam
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi
dan negara.

Adaptif

-Cepat menyesuaikan diri menghadapi | Ekspektasi Khusus Pimpinan:

perubahan

-Terus berinovasi dan mengembangkan | Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan

kreativitas
-Bertindak proaktif

dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif
mencari  peluang perbaikan dengan memanfaatkan
informasi terkini.
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Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi

-Terbuka  dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai

sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama
untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan
keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa
membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Palembang, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,

Tarmizi Suryo Utomo
196711111993101001 196903261993101001
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024
DUKUNGAN SUMBER DAYA
1. | 154 pegawai

2. | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1 | Persentase realisasi penerimaan pajak

19%

43%

1. | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan
K Target
Q1 Q2 Smtl Q3 sdQ3 Q4 Y

43%

75% 75% 100% | 100%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
2 | pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

100

100

100

100 100 100 100

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
3 | kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

19%

43%

43%

75% 75% 100% | 100%

Persentase capaian tingkat kepatuhan
4 | penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

60%

80%

80%

90% 90% 100% | 100%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
5 | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)

25%

50%

50%

75% 75% 100% | 100%

Persentase perubahan perilaku lapor dan
& | bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan

40%

40%

60% 60% 74% T4%
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Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas

7 Penyuluhan dan Kehumasan 5% 5% 10% 5% 15% 85% | 100%
8 ;eaf:”me Pengawasan Pembayaran 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Persentase penyelesaian permintaan . ’
9 ) 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penjelasan atas data dan/atau keterangan
10 ﬁ:ﬁg"g:; E i’;ﬂiﬁ‘;‘j‘;f:ga:;f‘“ha" 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 ;::T;Lgfek“‘”ws Pemeriksaan dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 ;:f::“hg;e';g:izl:s;f:jka” Flukum 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 90% | 90%
Persentase penyelesaian keberatan dan . .
13| eberaton \opil woklu 86,5% | 86,5% | 88,5% | 86,5% | 8B,5% | 86,5% | 86,5%
14 r:n’:e;‘f‘:z‘; penanganan upaya hukum 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63%
Persentase produksi Laporan Hasil
15 | Analisis (LHA) data perpajakan dan 20% 50% 50% 80% 80% 100% | 100%
penyediaan data potensi perpajakan
16 5:;3'9&259 penghimpunan data regional 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55%
17 | Tingkat kualitas kompetensi SDM 15 45 45 75 75 90 90
18 | Indeks Penilaian Integritas Unit 100 100
19 |I’.]dEISS efekh\ntas_\mplem.e!ﬂasl manajemen 23 47 47 70 70 a0 90
kinerja dan manajemen risiko
20 L":;gkjrz'r':gqa kualitas pelaksanasn 100 | 100 | 100 100 100 100 | 100
KONSEKUENSI
1. | Apabila target kineija tercapai maka diberikan penghargaan sesual ketentuan yang berlaku.
2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan danvatau sanksi sesual ketentuan
yang berlaku.
Palembang. 31 Januarn 2024
Pejabat | i)
Tarmizi Suryo Utomo
196711111993101001 196803261993101001
LA
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja dilakukan dengan
menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi
agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan
dalam peta strategi yang menjadi Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera
Selatan dan Kep. Bangka Belitung tahun 2024 dapat tercapai.

Pada tahun 2024 Kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 1 (satu)
sasaran yang merupakan bagian dari stakeholder perspective, 2 (dua) sasaran yang
merupakan bagian dari customer perspective, 6 (enam) sasaran yang merupakan
bagian dari internal process perspective, 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari
Learning & growth perspective. Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis
tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Kode Sasaran Strategis/ Target | Realisasi Indeks
SS/IKU Indikator Kinerja Capaia
Utama n
akenolder Pe pe e 00,93%
Penerimaan negara dari sektor pajak
yang optimal
la-CP | Persentase realisasi penerimaan 100,00 | 100,44%
pajak %
Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

omer Perspe o 04.95%

1b-N 100,00 | 101,60%

%

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP | Persentae realisasi penerimaan 100,00 | 100,22%
pajak dari kegiatan %
Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM)

Persentase capaian tingkat 100,00 | 102,37%
2b-CP | kepatuhan penyampaian SPT %
Tahunan Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang

tinggi

LAPORKNNER2B24
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3a-CP

Persentase realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

Internal Process Perspective
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan
yang
Efektif

100,00
%

102,37%

4a-CP

Persentase perubahan perilaku lapor
dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan

74,00%

88,80%

4b-N

Indeks kepuasan pelayanan,
efektivitas penyuluhan dan
kehumasan

100,00
%

109,00%

Pengawasan pembayaran masa
yang efektif

5a-CP

Persentase pengawasan pembayaran
masa

90,00%

119,70%

Pengujian kepatuhan material yang
efektif

6a-CP

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan

100,00
%

120,00%

6b-N

Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP
tepat waktu

100,00
%

90,49%

Penegakan hukum yang efektif

7a-CP

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan
Penilaian

100,00
%

120,00%

7b-CP

Tingkat Efektivitas Penegakan
Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

90,00%

113,77%

Penanganan Upaya Hukum yang
efektif

8a-CP

Persentase penyelesaian keberatan
dan non keberatan tepat waktu

86,50%

100,00%

8b-N

Persentase penanganan upaya
hukum yang efektif

63,00%

85,47%

Data dan Informasi yang berkualitas

9a-N

Persentase produksi Laporan Hasil
Analisis (LHA) data perpajakan dan
penyediaan data potensi perpajakan

100,00
%

127,57%

9b-N

10

Persentase penghimpunan data
regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM
yang adaptif

55,00%

86,99%

118,54%

114,72%
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Nilai Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Belitung dalam 5 tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2020 disajikan

dalam tabel berikut ini:

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 90,00%| 91.20%
10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 100,00 | 115,92%
%

106-N Indek§ Efektlv'ltas.lmplementa.5| 90,00%| 100,00%
Manajemen Kinerja dan Manajemen
Risiko

11 Pengelolaan keuangan yang

akuntabel

11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan | 100,00 | 120,00%
anggaran %

109,59%

No.

Sasaran

Capaian Kinerja

Strategis 2020 2071

Penerimaan
negara dari
sektor pajak
yang optimal

104,14% | 104,17%

Kepatuhan
Wajib Pajak | 101,78%
yang tinggi

Kepatuhan
tahun
sebelumnya

yang tinggi

120,00%

Edukasi,

Pelayanan,
dan 113,57%
Kehumasan
yang efektif

102,51%

112,59%

Pengawasan
pembayaran
masa yang
efektif

111,11%

Pengujian
kepatuhan
material yang
efektif

112,41%

102,03%
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Penegakan
hukum yang
efektif

94,45%

Penyelesaian
Keberatan
dan non
Keberatan
yang Optimal

103,21% | 102,20%

Penanganan
Upaya
Hukum yang
Optimal

Data dan

Informasi
yang
berkualitas

120,00%

10.

Penguatan
tata  kelola
dan budaya
kerja
Kemenkeu
Satu dalam
ekosistem
kolaboratif

10.

Pengelolaan
Organisasi
dan SDM
yang adapitif

11.

SDM  yang
kompeten

108,48%

12.

Organisasi
yang
berkinerja
tinggi  yang
Optimal

Organisasi
yang fit for
purpose

115,48% | 113,84%

13

Penguatan
pengelolaan
keuangan
yang optimal

101,47% | 100,68%
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2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

a.

IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk
Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d. Q3 Q4 2024
Target 19% 43% 43% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 17,23% | 39,01% | 39,01% | 61,04% 61,04% 100,44% | 100,44%
Capaian | 90,68% | 90,72% | 90,72% | 81,39% 81,39% | 100,44% 100,44%
(Max
120)

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P
melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan,
dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan
Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang
perpajakan
Deskripsi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian
Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi
penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik
dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang
dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima,
dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU
APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang
APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan
pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang
ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur
tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan
pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur
tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah
diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK

LAPORKNNER2624

Halama®




AKUNTABILK’INERJi/BAH!I

pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

X 100%

Target penerimaan pajak

d. Realisasi IKU
APL IKAS| PORTAL DJP

Kinerja Penerimaan

TAHUN [2624 ¥ JBULAN [Gancari ] SAMPAI [Gasember v JUNIT K55 Se-RANWIL V] URUT [Pancapsian V] Perhitungan [Total v | Lihat Data |

wm&aw&
I 7 N
. B T S o R Rl A O
254 X 55 178 14

1 PRATAMABATURATA 626501076000  640.632,662453 0 18370064310 J4DINEMS 14163651046 0115012003 521.710175.600 10114
2 PRATAMABANGKA 1773459420000 1.768.292.950.076 0 7386067155 2 144045801 96 1754791327284 157017365464 0109 495 B9
3 PRATAMALUBUK LNGGAU 986150701000 958320239048 0 030ATIE  IMETIIE 60643130 98 TSB167.002965  TET.616233014 0097 268 268
4 PRATAMALAHAT 1417.857360.000 1.404,993,595.701 0 32600%6605 3217065361 8726546286 27 118219000001 1171755781976 Wy A2 21U
5 PRATAMAPALENBANGILRBARAT  1846945.402.000 1263371759,584 794629607 614745160244 10570395149 39 1649.500,685,718 1828980055473 10088 144
6 PRATAMAKAYU AGUNG QITITIAI00  918,685959.531 0 251942 LITSOSI003 483467 2492263938 76 860036881316 §57.0M4635087 006 10y 7%
7 PRATAMAPALENBANG SEBFRANGULU  $42840011000 802181387811 0 ST 1U9ET 238508426 7.763,508.716 716279589507 712137630481 0084 1939 1809
8 PRATAMA SEKAYU 1873.521267.000 1.852.565.092.072 0 51806837736 21685107406  19313213J05 7 19212284217 661200 1616974516801 1,608,300.448.703 004 176
9 PRATAMA TANJUNG PANDAN 4160791000 609526425677 0 10876336281 883200410 8686311707 43,163,766.433 23 586316201016 562025130895 10045 4 44
10 PRATAMA PRASUMULTH 2718.543.960000 2.461,630,107.301 0 60638 IFBINTE 16N 274 20798983410 16 2767566.253,50% 2.652.004437.046 10033 - 28
11 PRATAMAPALENEANGILIRTIMUR  2312.894,150000 2207087184384 0 2013 J0SIS16251 ROMETIN 90440909167 053374,626359 2010490247642 0028 1736 1536
12 PRATAMA PANGKAL PINANG 1090480456000 1.125,960,296.510 0 TSNS BlETS0EM 1 12025899217 74 1325586198358 1185233400955 0017 85 Im
13 MADYA PALENBANG 6200511947000 7449701051317 34170580 7 BASBIIN B85MIIR 6 1.363.347,356,005 57197109472 6348246759677 0 24
Jumiah 23,191,692.682.000 23.463.120.711.465 43,166350.106 LSS271S 007778 2120LISIEN 217443419913 25.093,743,005.700 1.500.336.97,050 23.293,416,031,650 23,617,805,706,354 21,824,707.610.191 1004 62

Penerimaan Netto s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.
23.293.416.031.659 atau 100,44% dari target dan melampuai target
trajectory Triwulan IV 2024 sebesar 100%. Realisasi Restitusi s.d. tanggal
31 Desember 2024 sebesar Rp1.800.336.974.050 tumbuh 0,4% (yoy).
Target Penerimaan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2024 mengalami kenaikan 11,83 % dibanding target
penerimaan sebelumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJP Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapainya penerimaan pajak
adalah:

1. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil KEP-
53/WPJ.03/2024.

Pembentukan Tim LO Kinerja Penerimaan KEP-228/WPJ.09/2024.
Penerbitan Laporan Kinerja Penerimaan Bulanan.

Penerbitan Infografis Penerimaan setiap dua minggu.

AR

Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT
penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR, untuk
peningkatan/pengembangan kompetensi SDM Pengawasan.

6. Melaksanakan Forum Pengawasan AR dan Kasi Pengawasan.
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7. Membuat Dashboard Pengawasan untuk bahan monitoring dan
evaluasi tindak lanjut data, SP2DK, dan LHP2DK KPP.

8. Melakukan Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan
Pengawasan melalui Utilizing Networked Information to Track Yield
(UNITY).

9. Optimalisasi perpajakan melalui kolaborasi antar fungsi pengawasan,
pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, dan edukasi terhadap
Wajib Pajak.

10. Membuat dan dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) ke KPP
atas Wajib Pajak sektor prioritas regional Kanwil.

11. Penyampaian Data Realisasi Pagu APBN, APBD dan Dana Desa
sebagai bahan baku pengawasan pembayaran pajak dari sektor
administrasi pemerintahan.

12. Melakukan analisis data dan penggalian potensi pada SPOP Sektor
Minerba dengan SPT Tahunan Wajib Pajak.

13. Melakukan FGD dan Penyusunan Bahan Baku PKM Pemeriksaan
(DSPP) dan Penagihan (DSPC).

14. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan
pemeriksaan 2024.

15. Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan Pengawasan,
Pemeriksaan dan Penagihan.

16. Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan (SAP)
atas realisasi PKM WRA Edukasi kepada seluruh KPP.

17. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi
kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT.

18. Pelaksanaan Rakorda 1

19. Pelaksanaan Rakorda 2

20. Penyediaan tools Monitoring Pengawasan MONWAS 2024 ND-
403/WPJ.09/2024 hal Pemberitahuan Implementasi Aplikasi
MONWAS 2024 Kanwil DJP Jawa Barat |

21. Pelaksanaan Bimtek Account Representative Baru Wajib Pajak
Kewilayahan UND-15/WPJ.09/2024

22. Pelaksanaan Forum Pengawasan dan Account Representative ND-
1165/WPJ.09/2024 (Forum Pengawasan dan AR)
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23. Penerbitan ND-705/WPJ.09/2024 hal Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pengawasan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sampai
dengan 28 Maret 2024

24. Penerbitan ND-1104/WPJ.09/2024 hal Evaluasi Kinerja Account
Representative Kewilayahan pada aplikasi Dashboard Revenue
Management (DRM)

25. Penerbitan ND-1273/WPJ.09/2024 hal

Kinerja Account Representative Kewilayahan dengan PKM Aktivitas

Monitoring dan Evaluasi

Realisasi < 10 Juta

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi

kinerja lima tahun sebelumnya :

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
2020 2022 2023 2024
Penerimaan negara
dari sektor pajak 104,14% 104,17% 112 55% 109,54% 100,44%
yang optimal
Dalam lima tahun terakhir IKU 1a-CP Presentase Realisasi

Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung selalu melebihi target. Pencapaian melebihi target penerimaan
dikarenakan beberapa upaya yang telah dilaksanakan yaitu Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala kepada KPP melalui rakortas dan Rakorda;
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan
coaching clinic Pengawasan dan P2 on the spot di KPP; Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program
kolaborasi Pengawasan dan Penegakan Hukum; Melakukan kolaborasi
melalui pertukaran data dan informasi dengan pihak eksternal.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Target Tahun Realisasi
Nama IKU 2024 dalam Tahun 2024 | 2024 dalam
Renja DJP dalam Perjanjian
Renstra Kinerja
P Realisasi
ersentase Realisasi 100% 100% 100% 100,44%

Penerimaan Pajak
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4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar

nasional
Nama IKU Target Tahun Standar Nasional Realisasi Tahun
2024 (APBN) 2024
Persentgse Realls§5| 100% 100% 100.44%
Penerimaan Pajak

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a.

Melakukan pemantauan dan evaluasi per jenis pajak dan per sektor
secara berkala, dan mendorong KPP untuk mengoptimalkan sektor
yang tumbuh positif.

Menugaskan tim LO untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan
pendampingan kepada KPP secara berkala.

Menyelenggarakan bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan
dalam penggalian potensi, Kanwil akan membantu KPP dalam rangka
penggalian potensi dengan menurunkan data-data yang berkualitas.
Melakukan kegiatan forum pengawasan secara daring/luring untuk
menyamakan strategi optimalisasi pencapaian penerimaan.
Bersinergi dengan pihak eksternal, antara lain Pemda, BPS, DJBC,
DJPBn, DJKN, DJPK dan pihak lainnya.

Menginventarisir data pemicu dan data penguji serta SP2DK yang
belum ditindaklanjuti secara berkala, kemudian meminta KPP untuk
segera menindaklanjuti sesuai ketentuan.

Menurunkan hasil analisis penggalian potensi berbasis sektoral untuk
segera ditindaklanjuti oleh AR.

Melakukan dialog dengan KPP terkait SP2DK yang belum
ditindaklanjuti khususnya yang memiliki saldo besar/tinggi.
Menyelenggarakan IHT/Bimtek/Sosialisasi terkait penggalian potensi
pajak.

Memantau dan meminta KPP untuk segera menerbitkan STP atas SPT
Masa/SPT Tahunan yang terlambat dan belum dilaporkan, dan/atau
terhadap keterlambatan/kekurangan pembayaran setoran pajak tahun
berjalan.

Mengingatkan KPP untuk menerbitkan Surat Teguran atas WP yang
tidak melaporkan SPT Tahunan.

Menganalisis data pertumbuhan ekonomi dari BPS, kemudian
menurunkan data hasil analisis kepada KPP untuk melakukan
dinamisasi PPh Pasal 25 atas sektor usaha yang tumbuh positif.

Meminta agar KPP secepatnya menindaklanjuti data-data yang
diturunkan Kantor Pusat menjadi SP2DK/LHP2DK.

Melakukan pengawasan atas progress jumlah tindak lanjut data
perpajakan, dan mengingatkan KPP untuk memperhatikan sesuai
trajektori target

Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion terkait strategi
pengamanan penerimaan pajak dan pengamanan capaian IKU.
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p. Mencari, mengolah, menganalisa data internal dan eksternal untuk

disusun dalam basis data.

b. 1b-NIndeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

2024

TIR Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d. Q3 Q4 2024

Target 100% 100% 100% 100,00 100,00 100% 100%
% %

Realisa 101,98% | 102,60% | 102,60 98,10% 98,10% 101,60% | 101,60
Si % %
Capaian | 101,98 102,60 102,60 98,10 98,10% 101,60 101,60%
(Max % % % % %
120)

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P

melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan,
dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan
Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang
perpajakan

b. Deskripsi IKU

1.

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional
dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan
unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian
masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah
maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan
antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan
realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan
100% .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan
antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

LAPORKNNER2624

Halama4d




AKUNTABILKINERJ?BAHSII

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja
tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja
tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit
kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional
tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional
tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi
penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik
dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang
dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima,
dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan = PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara
Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu,
perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

a. Pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP vyang
mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru
atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

b. Relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana
dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi
oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat
Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran
(periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit
kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil
DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP
baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit
kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan
pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak
yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang
terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan
tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru
merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak
bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi
penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari
Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai
tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran
(periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP
lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau
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Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit
kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan
pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak
yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang
terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan
tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan
merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak
bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi
penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari
Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal
periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat
Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur
Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih
antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan
meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas,
dan beal/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan
pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat
paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite
ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite
ALCO vyang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO
menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi
penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan
IKU.

Penerimaan Kas
a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash

inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah,
pembiayaan
b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash
infows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah,
pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard
deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas
dalam suatu waktu tertentu O 8%.
Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi
penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP
masing-masing.
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c. FormulaIKU
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi
akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komp pertnmbal | = 60%) + (Komponen pertumbu han unit kerja = 40%)

Komponen pertumbuhan nashonal =

[‘ (1 + Permumbubian Realicasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan ) }  100%

\ (1 + Pertumbuban Realisnsi Pencrimaan Pajak Broto Nasional Tabun Berjalan | |

Komponen pestumbuhan unit kerja =
| 1+ Pertambuhan Realizasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan ) x 100%

Catatan
FPumus penghitungan pertumbuhan realizazi penerimasn psjak bruto:

P 'L Pajak B Talun Berjal
enerimaan Pajak Bruto Talun Ber: “—1)111:!)%

( Realizasi Penerimann Pajak Bruto Tabun Laln

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi panerimaan kas |

Deviasi bulan = X100%

Proyeksi penerimaan kas

Dieviasi bulan (ml) + Deviasi bulan [m2) + Deviasi bulan (m3)
3

Deviasi triwulan =

Deeviaai a.d. triwulan I Deviasi triwulan n ()
n (m) = n

Tabel Korversi Realisasi persentase dev iasi akurasi
perancanaan penerimaan kas
- . Realisasi Persentase deviasi
Range deviasi penerimaan .
ks akurasi perencanaan
penerimaan ks
Deviasi 2 1.00% 120
1.00% < Deviasi £ 4.00% 110
4.00% = Doviasi< 8.00% 100
B.00% < Deviasi = 12 00% L
12.00% < Deviasi £ 16.00% il
Devas = 16,00% Fi

d. Realisasi IKU
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realisasi 101,6% dengan capaian 101,6% dan pertumbuhan nasional positif
5,02%. Besaran risiko awal tahun 13, besaran risiko aktual turun menjadi
11 dengan status IRU aman. Isu utama pada IKU ini adalah terdapat 5 KPP
yang tidak mencapai IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas hamun masih dapat ditopang
oleh KPP lainnya yang telah mencapai target. Akar masalahnya antara lain:

1 Penurunan setoran di KPP Pratama Prabumulih dari beberapa jenis
pajak yaitu penurunan pagu anggaran belanja pemerintah di tahun
2024, penurunan ketetapan PBB Minerba tahun 2024, penurunan
setoran PPh pasal 21 dari PT Bukit Asam karena insentif yang diterima
di tahun 2025.

1 Capaian deviasi sebesar 70% di KPP Pratama Prabumulih disebabkan
adanya pergeseran pembayaran PPN BM Minerba yang berimplikasi
pada periode berikutnya.

1 Kondisi perekonomian di provinsi Bangka Belitung yang mengalami
penurunan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut
adalah penerbitan daily dan weekly report; penerbitan notebook kinerja
aktivitas aktor setiap bulan; monitoring dan pendampingan penyusunan
prognosa bulanan KPP pada tanggal 15 setiap bulannya; dan pelaksanaan
Rakorda.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi
kinerja lima tahun sebelumnya :

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
2020 2021 2022 2023 2024
Penerimaan negara
dari sektor pajak - - - 113,82% 101,6%
yang optimal

Dalam dua tahun terakhir IKU 1b-N Presentase Indeks realisas
iRealisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung selalu melebihi target. Pencapaian melebihi
target penerimaan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilaksanakan
yaitu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada KPP melalui
rakortas dan Rakorda; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung melakukan coaching clinic Pengawasan dan P2 on the
spot di KPP; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
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Belitung melaksanakan program kolaborasi Pengawasan dan Penegakan
Hukum; Melakukan kolaborasi melalui pertukaran data dan informasi
dengan pihak eksternal. Sedangkan tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak
terdapat realisasi karena IKU ini baru ada pada tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU

Dokumen Perencanaan

Kinerja

Target
Tahun 2024
dalam Renja
DJP

Target
Tahun 2024
dalam
Renstra

Target
Tahun 2024
dalam
Perjanjian
Kinerja

Realisasi

Indeks

100%

100%

100%

101,60%

realisasi
pertumb
uhan
penerim
aan
pajak
bruto
dan
deviasi
proyeksi
perenca
naan
kas

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar

nasional
Nama IKU Target Tahun Standar Nasional Realisasi Tahun
2024 (APBN) 2024
Persentage Realls§15| 100% 100% L0L60%
Penerimaan Pajak

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Bimbingan teknis perhitungan perencanaan kas ke KPP

b. Monitoring proyeksi perencanaan kas secara berkala (Triwulanan)
serta melakukan konfirmasi kepada KPP untuk perbaikan perencanaan
kas berikutnya.

c. Evaluasi kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan memanfaatkan
data historis dan CRM.

d. Memberikan coaching kepada KPP untuk melakukan post audit atas
WP vyang diberikan pengembalian pendahuluan dalam rangka
manajemen restitusi penerimaan.
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c. 2a-CP persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PKM)
1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm.| Q3 s.d Q3 Q4 2024

Target 19% 43% 43% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 16,78% 38,24% | 38,24% | 61,87% | 61,87%
1paia1nz(()l;/lax 88,30% 88,03% | 88,93% | 82,49% | 82,49%

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada
tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung
pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari
Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

X 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM
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4, Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

bward | IKU Panermaan PPM PR

33 34 308 341 WA 100.28% 100.465%

wma wem e Ranking Kannil

s v eon o ot

Kanwil KPP s.d. Bulan Tahun  View

060, Kanwil DIP Sumatera Selatan dan Kept | Al v pesember v| 2025 v | zKolom v rmn
A. Target s.d. Desember 2025 ° n Penerimaan -501.891.414 454

1 PPM o L PPM 586.343.583.865

PHM 0 2 PKM 84.452.169.411

E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) 5.d. Desember 2025

. Realisasis.d. Desember 2025
1 PPM 586.342.562.865 Persentase yang akan diterima ssbesar 0 % dari target 0,00 Triliun
2

PKM 26.895.550.812 L PPM sebesar 0% dari target 0,00 Triliun o

Capaian Penerimaan 0% 2 PKM sebesar 0% dari target 0,00 Triliun 131.347.724223
Capaian PPM 0% F. Selisih Lebih [ (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2025
Capaian PKM 0%

L PPM 0

C. Surplus/ (Shortfall) (1-B) s.d. Desember 2025 633.239.138.677 2 P 131347.120223
1 PR 566.343.583.865 6. Bahan Baku Tersedia 714.760.443 434

2 PKM 46.895.554.812

H. Selisih Lebih [ (Kurang) Perkiraan (F+G)s.d. Desember 2025

. PKM 846.108.167.657

Realisasi dari IKU ini telah mencapai target Rp20,85 Milyar dengan
realisasi sebesar Rp20,896 Milyar, realisasi sebesar 100,22% dan capaian
sebesar 100,22%. Semua KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai target, kecuali KPP
Madya Palembang sebesar 99,96%. Akar masalahnya adalah :

5. Realisasi pagu anggaran di tahun 2024 di Pemerintah Daerah sulit untuk
diprediksi

6. Kondisi perekonomian di wilayah Bangka Belitung yang mengalami penurunan
sebagai dampak dari penurunan harga komoditas harga timah (belum
mengalami kenaikan) dan proses penegakan hukum oleh APH atas WP sektor
timah sedang berlangsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Tindakan yang telah dilaksanakan:

1 Meminta KPP untuk melakukan manajemen restitusi dengan presisi
memperhatikan target penerimaan dan melakukan post audit untuk
pengembalian pendahuluan, terutama yang beresiko tinggi (nilai besar dan
frekuensi tinggi)

1 Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan
pembayaran masa.

1 Melakukan analisis data dan penggalian potensi pada SPOP Sektor Minerba
dengan SPT Tahunan Wajib Pajak.

1 Penyampaian data realisasi pagu APBN, APBD, dan Dana Desa sebagai
bahan baku pengawasan pembayaran masa pajak dari sektor administrasi
pemerintahan.

1 Menurunkan data setoran PPN yang mengalami penurunan signifikan ke KPP
untuk dilakukan analisis dan konfirmasi lebih lanjut.

1 Memantau tindak lanjut atas data Faktur Pajak Transaksi Pemungut yang
belum disetorkan pada tahun pajak berjalan oleh pemungut untuk
ditindaklanjuti KPP (ND-2922/WPJ.03/2024).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi
Kinerja Tahun Sebelumnya
Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase
realisasi
penerimaan
pajak  dari
_ - - 120,53
kegiatan
Pengawasan
Pembayaran

Masa (PPM)

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
Target Tahun
Nama IKU Tahun Tahun 2024 o
2024 dalam Realisasi
_ 2024 dalam dalam
Renja DJP o
Renstra Perjanjan
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Kinerja

Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
_ 100% 100% 100% 100,22%
kegiatan
Pengawasan
Pembayaran

Masa (PPM)

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar

nasional
Target Stapdar Realisasi Tahun
Nama IKU Tahun Nasional 2024
2024 (APBN)
Persentase realisasi
penerimaan pajak
dari kegiatan 100% 100% 100.22%
Pengawasan
Pembayaran Masa
(PPM)

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda);

b. Pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Komite Kepatuhan Kanwil;

c. Pelaksanaan Coaching Clinic Pengawasan dan Pemeriksaan;

d. Melakukan pengawasan terhadap WP non-bendaharawan yang
mengalami penurunan pembayaran atau WP yang biasa melakukan
pembayaran rutin namun belum disetor.

e. Penurunan data makro ekonomi (data PDRB per sektor dari BPS)
untuk penggalian sektor usaha yang tumbuh positif.

f. Rapat, komunikasi dan sinergi dengan Pemda terkait informasi Pagu
Instansi Pemerintah Daerah, Data ILAP Regional, dan Dukungan
Kapasitas.

g. Pemantauan dan pengawasan penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi
Pemda-DJPB-DJP.
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d. 2b-CP persentase tingkat kepatuhan penyapaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

2024

T/R

Q1

Q2

Sm.l

Q3

s.d Q3

Q4

2024

Target

60%

80%

80%

90%

90%

100%

100%

Realisasi
Capaian
(Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung
pencapaian penerimaan pajak yang optimal
3. Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun
pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang
Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang
disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama
tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang
batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk
pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang
pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang
mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk:
bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan
(Representative Office),

WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah
dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang
dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT
Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota
Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur
dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4
UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau
selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan
pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada
Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur
Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit
tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta
Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan

melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

4. Formula IKU

(1,2 jumlah SPT Tahunan PRh tahun pajak 2023 yang + Jumilah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat
disampaikan tepat waklu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT X 100%

Targat WP yang menyampaikan SPT Tahunan PR tahun pajak 2023
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5. Realisasi IKU

IKU Kepatuhan SPT 2024

IKU Kepatuhan SPT 2024

K Kepaishan SPT | Surmnary dan Rarking  Dowrlos Duta  Penerimaan SPT Tahuran - Nan IKU

IKU Kepafuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadl Tahun 2024

....... WP Kewiayshan v

IKU Kepatuhan SPT 2024

KU Kepatuhan SPT | Summary danRonkiig  Downlond Daia  Penerimaan SPT Tahunar - Nor KU

KU Kepatuhan $PT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2026

490.702 563.682 469.208 117 .53% 100.00% 17.53%
anise Al Wb ST Targe ST Rechisad B Taiskiod Gapsian 1K)
O | I B —

Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar
117,53% dari trajektori target triwulan IV sebesar 100%. Status IRU sampai
dengan triwulan IV Tahun 2024 status aman sebesar 77,78%, batas bawah 60%
batas aman 75% untuk periode triwulan IV Tahun 2024. Proyeksi risiko Triwulan
IV tahun 2024 sama dengan besaran risiko Triwulan Il tahun 2024. Isu utama
pada IKU ini adalah karena adanya perubahan formula perhitungan IKU dimana
WP Wajib SPT yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mendapatkan poin
1.2, walaupun secara capaian IKU tiap KPP sudah lebih dari 100%, namun jika
memakai pembobotan 1 maka sebenarnya ada 3 KPP yang belum mencapai
100% sehingga ini mempengaruhi capaian kinerja unit. Akar masalah dari IKU
ini adalah :

1. Masih kurangnya pengetahuan/literasi IT beberapa WP.
2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban
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perpajakannya.
3. Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan :

91 Intruksi penetapan WP NE secara jabatan kepada KPP terhadap wajib
pajak yang memenuhi kriteria;

1 Monitoring dan evaluasi proses penetapan WP NE secara jabatan;

1 Penyampaian evaluasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi s.d. Triwulan IV Tahun 2024;

1 Pelaporan hasil pemantauan perkembangan capaian kepatuhan
pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 setiap minggu;

1 Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada
KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak
2023;

1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui kelas pajak;

1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial, serta media
elektronik;

1 Pendayagunaan Relawan Pajak melalui kegiatan kehumasan untuk

memberikan edukasi kepada Wajib Pajak.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi
Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Tahun Y-4 | 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase capaian
tingkat kepatuhan
penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan
Orang Pribadi

101,7%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya
1. Koordinasi dan Pelaksanaan Penerimaan SPT Tahunan bersama KPP
Madya Palembang dan KPP Pratama Palembang llir Barat di Gedung
Kanwil;
2. Kolaborasi pelaksanaan kelas pajak bersama KPP di Palembang Raya;
3. Kegiatan isi bareng WP pemberi kerja bekerja sama dengan KPP;
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Melakukan pemantauan perkembangan kepatuhan Pelaporan SPT;
Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada
KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak
2024;

6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui kelas pajak;
Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui pemasangan
baliho/banner, media sosial, serta media elektronik;

8. Melakukan rekrutmen Relawan Pajak untuk menjangkau lebih luas
Wajib Pajak yang teredukasi;

9. Penetapan jumlah Target SPT kepada KPP;

10. Menginstruksikan kepada KPP untuk melakukan reminder/pengingat

pelaporan SPT Tahunan melalui pesan siaran menggunakan whatsapp
centang hijau; dan

Penurunan data daftar WP Badan/OP yang belum menyampaikan SPT
Tahunan kepada KPP untuk segera ditindaklanjuti oleh KPP.

e. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk
Tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d Q3 Q4 2024
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 22,65% | 48,08% | 48,08%
Capaian
(Max 120) 90,61% | 96,16% | 96,16%
2. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan
dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
3. Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya
ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal
Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan
Penerimaan Pajak Nasional.
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target
LAPORANNER2B24
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penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait
yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang
Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari
Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

4. FormulaIKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

5. Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024
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Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dari
target sebesar 2,34 Milyar sudah terealisasi sebesar 2,396 Miliar atau
apabila dikonversi ke persentase. Realisasi sebesar 102,38% dengan
indeks capaian 102,38%. Pembagian akar masalah yang terjadi pada IKU
ini adalah :

PKM Pengawasan :

1. Jumlah potensi data pemicu tidak sebanding dengan target PKM dan
Kompetensi penggalian potensi (ALK) belum merata.

2. Terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas dan
Terdapat Wajib Pajak yang melakukan angsuran atas pajak yang
terutang.

3. Terdapat Wajib Pajak yang setuju atas hasil pemeriksaan namun
tidak melakukan pembayaran atas SKP yang terbit.

PKM P2 Gakum :

1. Usulan DSPP baik kolaboratif maupun RBP tidak memenuhi
kebutuhan bahan baku pemeriksaan.

2. WP yang diusulkan pemeriksaan buper, RKB, dan kolaborasi dari
KPP banyak

3. Dari 32 SPPBP yang telah telah selesai, terdapat 21 Pemeriksaan
Bukti Permulaan yang naik ke Penyidikan

4. JSPN belum efektif dalam melakukan Tindakan penagihan terhadap
WP DSPC dan Non DSPC

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi

Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU 2020 2021 2022 2023 Tahun

2024

Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
Pengawasan
Kepatuhan
Material
(PKM)

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) di Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan IKU
tersebut di beberapa KPP di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung tidak tercapai , sehingga target
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penerimaan pajak dari kegiatan tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan:
1. Waktu yang dibutuhkan setiap triwulan untuk membahas, adjustment
dan memutuskan DSP4 kolaboratif relatif singkat;
Target PKM Pemeriksaan tinggi;
Sumber data dan bahan baku yang terbatas, data secara mandiri
tidak optimal, kompetensi AR perlu ditingkatkan;
4. Atas LHP2DK yang diterbitkan dan disetujui, Wajib Pajak tidak
memiliki kemampuan untuk membayar;
Waktu penyelesaian pemeriksaan kurang efisien;
Kualitas DSPC yang diturunkan Kantor Pusat kurang potensial (data
dari PPIP);
SDM yang memenuhi syarat menjadi jurusita terbatas;
8. Kemampuan membayar Wajib Pajak DSPC masih rendah (didukung
data statistik)
9. Atas SKP yang diterbitkan dan disetujui, Wajib Pajak tidak memiliki
kemampuan membayar,;
10. Wajib pajak tidak kooperatif dan tidak memenuhi komitmen
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
Target
Tahun Tahun 2024
Nama IKU Tahun 2024 o
~ | 2024 dalam dalam Realisasi
dalam Renja o
Renstra Perjanjan
DJP o
Kinerja
Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
_ 100% 100% 100% 102,37%
kegiatan
Pengawasan
Kepatuhan
Material (PKM)
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4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

PKM Pengawasan:

1. Pengawasan tindak lanjut Data, SP2DK dan LHP2DK setiap KPP
setiap bulan.

2. Menyusun Daftar Sasaran Analisis yang akan dilakukan penyusunan
LHA penggalian potensi.

3. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT
penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR, untuk
peningkatan/pengembangan kompetensi SDM Pengawasan.

4. Pembuatan dashboard pengawasan untuk bahan monitoring dan
evaluasi.

5. Membuat dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas Wajib
Pajak sektor prioritas regional Kanwil sebanyak 132 LHA

PKM P2 Gakum:

1. Melakukan FGD dan Penyusunan Bahan Baku PKM Pemeriksaan
(DSPP) dan Penagihan (DSPC)

2. Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan dan
Penagihan Semester |

3. Melaksanakan pembahasan usulan DSPP RBP dan Kolaboratif
Semester |l

4. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan
pemeriksaan 2024

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada JSPN

6. Melaksanakan pekan penagihan serentak (Surat Paksa, Blokir, Sita,
dan Penjualan Barang Sitaan)

7. Melakukan Forum JSPN
Koordinasi dengan pihak ketiga (BPN dan Perbankan)

Memperkuat Sinergi AR, FPP, Penyidik, dan Intelijen dalam
pemenuhan bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan

10. Melaksanakan Rapat Kerja Bersama dengan KPP terkait kegiatan
kolaborasi

11. Supervisi perkembangan pemeriksaan bukti permulaan serta

penelaahan konsep LPBP

PKM Edukasi

1. Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan (SAP)
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atas realisasi PKM WRA Edukasi kepada seluruh KPP, khususnya
KPP yang realisasinya rendah yakni KPP Pratama Kayu Agung, KPP
Pratama Prabumulih, KPP Pratama Sekayu, dan KPP Pratama Lahat
pada tanggal 20 s.d. 21 November 2024.

2. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi
kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT pada Bulan
November s.d. Desember 2024. Untuk Penyelesaian DPST Kanwil

telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2024.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

PKM Pengawasan :

1. Pembuatan Dashboard Pemantauan Kinerja Penerimaan dan
Pengawasan.

2. Membuat dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas Wajib
Pajak sektor prioritas regional Kanwil sebagai bahan baku penggalian
potensi KPP.

3. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian DPP ke seluruh
KPP di lingkungan Kanwil secara periodik (setiap bulan)

PKM P2 Gakum :

1. Asistensi oleh Penyidik untuk menyampaikan usulan buper KPP dan
kolaborasi penegakan hukum
Diseminasi kegiatan pengamatan dan analisis IDLP

3. Persiapan bahan baku pemeriksaan serta Penyusunan KKA untuk
diusulkan DSPP Kolaboratif.

Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan.
Melaksanakan pembahasan usulan DSPP

Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan
pemeriksaan 2025

7. Melakukan IHT E-Audit, IHT Pemeriksaan WP Sektor Perdagangan,
Negosiasi

8. Penyusunan Bahan Baku Penagihan (DSPC) 2025.

9. Pekan Surat Paksa Serentak.

10. Pekan Blokir Serentak.

11. Asistensi Coretax Fungsi Penagihan.

PKM Edukasi

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi
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perpajakan (PKM WRA dan DSPT) baik secara langsung maupun
daring.
2. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi
kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT pada Bulan
Januari 2025.
f. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan

edukasi dan penyuluhan
1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

2024

T/R

Q1

Q2

Sm.l

Q3

s.d Q3

Q4 Y 2024

Target

10%

40%

40%

60%

60%

74%

74%

Realisasi
Capaian
(Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.
Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten
sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan
kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada
masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan
mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan
intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi
serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong
untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
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1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema lll - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah
kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif
dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi
sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak
menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan
penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah
maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal
periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan
batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi
Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan
rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat
melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema,
sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif
dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan
edukasi perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan
tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan

sebagai DSPT tema Il.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Ill adalah
sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
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b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi
edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan
tidak jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;
Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk
Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024
4. FormulaIKU
IKU EP =
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio

Perubahan Perilaku Bayar)}

5. Realisasi IKU

W 12473 2,505
o IF Sumaiera Bolatan dan Kopulauan Bangka Baiifung 2z, 267

Lz |3 ] =2t N N S S N | S <
1432034 w1201 455,407 200 681 (X

1.115.437
a8

IKU ini sudah tercapai dengan realisasi 88,80% dengan indeks
capaian 120% karena targetnya 60%. IRU pada IKU ini masih berstatus Aman.
Besaran risiko awal di angka 13 sedangkan risiko aktual pada akhir tahun
sudah turun menjadi 11. Pada IKU ini masih terdapat isu utama yang
berpengaruh pada capaian kinerja unit, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran perpajakan dari wajib pajak
2. Minimnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak
3. Rendahnya tingkat kehadiran wajib pajak sasaran DSPT pada kegiatan
edukasi
Atas isu utama tersebut Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi akar masalahnya sebagai
berikut:
1. Kurangnya pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan
2. Minimnya informasi ketentuan perpajakan yang diketahui wajib pajak

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah :
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1 Melakukan kegiatan penyuluhan secara kolaboratif dengan unit kerja di

KPP sehingga lebih efektif dan efisien serta lebih berdampak pada

perubahan perilaku wajib pajak melalui kegiatan:

- Kelas Pajak Terkait Pemeriksaan Pajak

- Kelas Pajak Terkait Keberatan

- Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi

kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT

- Melakukan Edukasi Tidak Langsung Satu Arah melalui radio/TV
elektronik (2 Talkshow Radio, dan 2 Podcast);

- Melakukan Edukasi Tidak Langsung Dua Arah melalui media sosial
Instagram, Youtube, dan Tiktok (3 IG Live)

1 Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan atas

realisasi tindak lanjut kegiatan edukasi dengan tema Ill (PKM WRA) dan

realisasi tindak lanjut pelaksanaan DSPT Kolaboratif yang dilakukan oleh

seluruh unit kerja;

T Melakukan kegiatan Bussiness Development Services (BDS) melalui
kegiatan Bazar UMKM.

T Melakukan kegiatan edukasi secara luring maupun daring kepada seluruh

wajib pajak sasaran DSPT melalui undangan tertulis

Tahun Sebelumnya

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja

Nama IKU

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Realisasi | Realisasi | Realisasi
2022 2023 Tahun

2024

Persentase
perubahan
perilaku
lapor dan
bayar atas
kegiatan
edukasi dan

penyuluhan

3. Rekomendasi rencana Aksi

1. Kelas Pajak Coretax (Tema Il)
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2. Kelas Pajak Pengisian SPT Tahunan WP OP (Karyawan, Non Karyawan)
dan Badan (PKP, Non PKP) (Tema Il)

Kelas Pajak Tematik (Tema Il)

Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) (Tema II)

Melakukan Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) (Tema Il)

Kelas Pajak Renjani dalam Fase Pendayagunaan Renjani (Tema )

N o o b~ w

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi
perpajakan (PKM WRA dan DSPT) baik secara langsung maupun daring
DSPT (Temal lll)

8. Pemberian reminder/pengingat kepada wajib pajak sasaran DSPT untuk
menghadiri undangan edukasi/penyuluhan melalui metode tertentu
(Undangan dan/atau screenshot email dan/atau whatsapp) dan/atau
menyampaikan undangan secara langsung kepada wajib pajak.

g. 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk

Tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 2024
Target 5 5 10 15 15 85% 100%

Realisasi
Capaian
(Max 120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.
Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten
sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan
kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada
masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan
mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif

pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan
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stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor

Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Ill diperoleh dari hasil survei yang

dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas

pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi

perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh

Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor
Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei
Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk
realisasi IKU Triwulan V.
Survei tersebut mengukur:
1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei
triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

Formula IKU

Indeks Hasil Surveil

Realisasi IKU

Capaian dari IKU ini di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 109% dengan realisasi 109%.
Isu utama IKU ini adalah tentang prosedur pelayanan di Kantor
Pelayanan Pajak masih dianggap rumit yang berimplikasi terhadap Wajib
Pajak yang tidak puas atas layanan yang diterima, hal ini terjadi akibat
minimnya informasi terkait prosedur pelayanan perpajakan. Adapun
tindakan yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera

Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yaitu:
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1. Menyusun saran dan masukan berdasarkan hasil survei sebelumnya

kepada masing-masing KPP;

2. Monitoring jumlah minimal responden survei setiap indeks untuk

masing-masing KPP terhadap survei triwulan 11l dan 1V;

3. Koordinasi dan monitoring tindak lanjut penyelesaian pengaduan

dengan KPP;

N o g s

Melakukan kunjungan ke media;

Mengadakan Kegiatan Media Gathering;

Mengunggah konten di media sosial dan situs pajak;

Mengamplifikasi Siaran Pers menjadi sebuah berita;

Publikasi Saluran Pengaduan di media sosial;

Mengadakan Edukasi melalui pihak ketiga (Renjani);

10. Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dan media audio

visual (Media Sosial).

5. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi

Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi
2020

Nama IKU

Indeks
Kepuasan
Pelayanan,
Efektivitas
Penyuluhan dan

Kehumasan

Realisasi
2021

Realisasi | Realisasi
2022 2023

Realisasi

Tahun
2024

6. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana

Kerja (Renja) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen

Perencanaan

Kinerj

a

Target Tahun

Nama IKU Target Tahun 2024
2024 dalam o o
) dalam Perjanjan Realisasi
Renja o
Kinerja
Indeks Kepuasan Pelayanan,
Efektivitas Penyuluhan dan 100 100 109%
Kehumasan
LAPORANNER2B24
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7. Rencana Aksi tahun selanjutnya
1. Menyusun tindak lanjut rekomendasi hasil survei Tahun 2024;
2. Monitoring laporan atas tindak lanjut rekomendasi hasil survei periode
sebelumnya;
Mengamplifikasi Siaran Pers menjadi sebuah berita;
Publikasi dan edukasi perpajakan di media sosial;

Melakukan kunjungan ke media;

o gk w

Koordinasi dan monitoring tindak lanjut penyelesaian pengaduan
dengan KPP;
Mengadakan Edukasi melalui pihak ketiga (Renjani);
Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dan media audio
visual (Media Sosial);

9. Membuat penegasan ke KPP terkait publikasi standar pelayanan;

10. Melakukan sharing session evaluasi terkait Pengelolaan Pengaduan

Perpajakan.
h. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun
2024

T/R

Q1

Q2

Sm.l

Q3

s.d Q3

Q4

2024

Target

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Realisasi

Capaian
(Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas
kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan
sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat
tercapai optimal

3. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa
dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan
(jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
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a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah
penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Waijib

Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

(Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif
STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis
pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam
rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama
terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas
pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan
kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang
diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
adalah:

2. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran
PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT
Masa;

3. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan
masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak
sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

4. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi
pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

5. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.
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a.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, II, 1ll, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang
diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir
pada tiap periode triwulan, yaitu:

9 triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

9 triwulan Il: sampai dengan bulan Mei;

9 triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan

T triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah
tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor
pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf ¢ yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

6. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas
Penelitian;

Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan
Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian
merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar
Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data
lainnya;

Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran
kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun
berjalan, dan/atau akibat lainnya;

Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar
Nominatif sebagai data lainnya;

Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian
merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan
angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian
(LHPY);
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g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah
Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib
Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan
Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam
Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan
jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan
Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas
Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot
100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

e. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan
yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHP?);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, I, dan Il adalah jumlah penelitian atas data
pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum
bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

1 triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
9 triwulan Il: sampai dengan bulan Mei;

1 triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan
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1 Sedangkan untuk periode triwulan 1V, jumlah Penelitian Data
Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang
diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari
sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya
dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPY);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka
LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan
Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK)
tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan
nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data
pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih
lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan,

berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;

f. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut
(penyebut i 0) , ma k a penghitungan real i s
Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

1 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
1 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
1 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen
tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-
masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka
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mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran
Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki

target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota
Dinas tersendiri. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan
pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan
aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024)
atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah
persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib
dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan
maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah
disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan
pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari
kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

T jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran
PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT
Masa;

i atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan
masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak

sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
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1 atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi
pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

I nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, I, 11l dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:

T triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

T triwulan Il: sampai dengan bulan Mei;

T triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan

9 triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

9 tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat
yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c;
dan

1 tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi
setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi
oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup
Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas
Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah
Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari
SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas
Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak
terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta

penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit
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NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan
status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak
baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot
tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE
yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase
penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut

melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.
a. Kuantitas Penelitian

1. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun
Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

2. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHP?);

3. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan [, I, dan Il adalah jumlah penelitian atas
data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan
sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

9 triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

1 triwulan Il: sampai dengan bulan Mei; dan

9 triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus;

I Sedangkan untuk periode triwulan 1V, jumlah Penelitian Data
Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang
diturunkan sampai dengan bulan September;

b. Kualitas Penelitian
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1. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau
Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah
target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

2. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi
LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil
penelitian atas data pemicu dan hasil analisis mandiri.

3. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data
pemicu yang diturunkan oleh KPDJP. Panduan terkait penetapan
target dan penghitungan realisasi persentase tindak lanjut data
perpajakan tahun berjalan ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen
tersebut (penyebut | 0), maka
Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
menggunakan bobot sebagaimana berikut:

1 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti;

1 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi;

1 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun
Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen
tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot
50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka
mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran
Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk

komponen yang memiliki target angka mutlak.
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6. Formula IKU

(30%% x Perzentase pengawasan pembayaran masza Wajib Pajak

Ferzentaze Stratesis)
PENEEWRSEN = +
pembayaran mess [50%¢ x Perzentaze pengawazan pembayaran maza Wajib Pajak Lainnysa

|Berbasiz Kewilayzhan))

EFfumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut flumlah Daftar Nominatif STP
g Seharusnya Ditindaklanjuti S« 40% 5

Ferentase yvang Seharusnya Ditindaklan] T +

DENZEWESAN

pembEyaran mass

Wajib Pajale Strategiz

= EFfPersentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 2530% 55+

FEPersentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan=30% 55

FEJumlah Daftar Nominatif STP yang DitindaklanjutiSjumlah Daftar Nominatif STP yang
Perzentase
pengawasan Seharusnya Ditindaklanjuti F<30% 54
pembayaran masa
i’(ajibE]‘:"q alr Lainnva FyfCapaian Kuantitas Penambahan WP = 75% 5+ SCapaian Kualitas Penambahan WP x 25% 85z 20%)+
(Berbasziz - . - R
Kewilayahan] EEPersentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan= 300655

7. Realisasi IKU

Dashboard Aktivitas PPM 2024

Dashboad | DamomSTF  DaiaFepajiatan  Perambahan WP DinamsasiPPh20  Informasi dan Manual U

Dashboard

Reall Strategis.
- a
I ] S o ¢ © e :
120% 120% 119,39% 90% 120,00%
117.95%
Realiasi Kewiayahan
120% 120% 120% 120,00% 0% :
120,00%
Capaian KU PPN
=} =} & ]
59,70% 60,00% 119,70% 90% 120,00%

Pada triwulan IV~ tahun 2024, realisasi persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 119,39% dan realisasi persentase
Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan sebesar 120%, sehingga
realisasi IKU persentase Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 119,70%
(realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis
sebesar 59,70% + realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP
Kewilayahan sebesar 60%).

8. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja
Tahun Sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU

2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
pengawasan
LAPORKNNER2024
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pembayaran

masa

9. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
Target
Target Tahun Tahun
Tahun
Nama IKU Tahun 2024 2024 o
2024 Realisasi
2024 dalam dalam dalam
_ dalam o
Renja DJP Renstra Perjanjan
RPJMN o
DJP Kinerja
Persentase 90% 90% 90% 90% 119,70%
pengawasan
pembayaran
masa

10. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi

atas aktivitas penerbitan STP,

pemanfaatan data tahun berjalan, dan kenaikan angsuran PPh Pasal 25

sampai dengan 31 Desember.

Melaksanakan Monev dan FGD Kegiatan Aktivitas PPM secara periodik.

Melakukan kolaborasi dengan penyuluh untuk mengedukasi WP Baru hasil

Ekstensifikasi agar melakukan pembayaran pajak.

4. Mendorong KPP untuk melakukan KPDL apabila terdapat kekurangan bahan

baku DSE

5. Melakukan KPDL apabila terdapat kekurangan bahan baku DSE

i. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

2024

TIR Q1

Q2

Sm.l

Q3

s.d Q3

Q4 | Y2024

Target -

100%

Realisasi -

Capaian
(Max 120)

0.00%

100%

100%

100%

100% | 100%
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2. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
3. Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah
satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan
pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak
Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Kewilayahan) (Bobot 50%).

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan
analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib
Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar
Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib
Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot
Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024
termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan
jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah

target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
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B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot
capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan
jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau
Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Waijib
Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas
SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh
jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar
Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari
tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt
tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/PJ.2023.

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang
diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020
sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah
target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya

(Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas

kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban
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perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti
dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam
rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguiji yang telah tersedia dalam
Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan
dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih
sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.
Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian
atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan
daluwarsa penetapan O 90 phpendrbitap SR2DK di t i nda
diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan
capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas
Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian
Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian
Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).
Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP
maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:
1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK,
dengan ketentuan:
a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh)
hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal
penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
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2. Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-
9/ PJ/ 2023 dengan daluwarsa penetapan O 90
penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi
ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan
bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta
tertentu dengan:
a. DPP tahun berjalan; dan
b. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun
2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan
lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas
Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding
berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.
Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP
dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara
lain, dengan ketentuan:
1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK
adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan
pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam
Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih
besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang
ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2
yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang
lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang
telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan
persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil
DJP diberikan bobot 1,2.
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2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan O 90 har

ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data

konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas

DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen

Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan

lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU

akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

4. Formula IKU

Persefitase penyelesaian
permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan

|50% x Persentase penyelesaian permintaan perjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak
Strategis)

|50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
|Berbasis Kewilayahan])

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan atas data
darn/atau keterangan Wajib Pajak
Strategis

|40% x Capaian Penelitian| + (50% x Capaian Tindak Lanjut)

Maksimal 120%

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Stratepis sesuai DFP 2024
x 100%
C 1 Penelitian (Maks 120%) o .
apauan Fenektan “ Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%
Jumiah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Capaian Tindak Lanjut (Maks "
120% *100%
Target Angha Mutlal LHP2DK Waib Pajak Strategis
Maksimal 120%
Persentace penvelesaian
permintaan penjelasan atas data - [40% x Capaian Kuantitas] + [60% x Capaian Kuslitas)
dan/atau keterangan WP Laintya
(Berbasiz Kewilayahan)
Maksimal 120%
Capaian Kuantitas (Maks 120%)
‘ ‘ Realisasi LEP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewllayahan) secara kualitas )
Capaian Kualitag : x100%

Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas
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5. Realisasi IKU

Dashboard PADK 2024

F4DK Strategis F4DK Kewilayahan Cek Datz Informasi dan Manual IKU

Dashboard Nasional

Penode\f..‘:| Towdan v| ﬂ

oll 120.00% 12000%
P4DK Siratogl PADK Kewiiayanan Ranking Kanwil
2 ICANTOR WILAYAH DJR JAKARTA PUSAT
25 T40-KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
24 DS0-KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
%
%
7
E R WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
2 R WILAYAH DUP JAWA BARAT |
El WILAYAH DJF NUSA TENGGARA
Ell AWATIMUR 1
3 Z3-KANTOR WILAYAH DUP KALIMANTAN BARAT
35 330KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
Link Elcstemnal 3¢ 300-KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

IKU P4DK Strategis 2024

Home

Dashboard | PA4DK S

kData  Informasi dan Manual IKU

ategs | P4DK Kewilayshan

e e — - | e ——

Unit Kerja Capaian
Targetiwpr | Jomih Penelitian
BobotLEFT | ey 120%)
a b e d

cib = h i i

050. KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL 1.887,00 2.261,20 120,00% 1.867,00 334,45 120,00% 120,00%

301 PRATAMA PALEMEANG (LIR TIMUR 12000 120,00% 120,00 21,80 120,00% 120.00%

302 PRATAMA BATURAJA 100.00 120,00% 100,00 3 120,00% 120.00%

302 PRATAMA LUBUK LINGGAL 12000 120,00% 12000 120,00% 120.00%

304 PRATAMA PANGKAL PINANG 140.00 120,00% 140,00 120,00% 120.00%

305 PRATAMA TANJUNG PANDAN 140.00 120,00% 140.00 120.00% 120.00%

300 PRATAMA PALEMBANG SESERANG ULL 80,00 120,00% 80,00 120,00% 120.00%

307 PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT 12000 120,00% 12000 120,00% 120.00%

308 MADYA PALEMBANG 507.00 120,00% 507.00 120,00% 120.00%

308 PRATAMA LAHAT 80,00 120,00% 80,00 114,94% 116.06%

312 PRATAMA KAYU AGUNG 120,00 120,00% 120,00 120,00% 120.00%

313 PRATAMA PRABUMULIH 100.00 120,00% 100,00 120,00% 120.00%

314 PRATAMA SEKAYU 120,00 120,00% 120,00 0 120,00% 120.00%

Bsternal 315 PRATAMA BANGKA 140.00 27 120,00% 140,00 185,10 33 2 120,00% 120.00%
NASIONAL 6260000 | 10801680 120,00% 62.410,00 8537245 16837 12.431,10 120,00% 120,00%

IKU PADK Kewilayahan 2024
Dushboard  PADK St

ponen Kuanistz (40%)
e
Targst PR Sumi Target SPZDK | Jumtsn

Bonat Outstsnang | ol

an
051 KANTOR 'WILAYAH DJR SUMSEL DAN KEP. BABEL 555085 7400
NG ILIR TIMUR 45

@ Dashbosrd Lsin xk

ot
P
S04 | tesarn 784520

126.85%
125.86%

154a8%

& Dashbo

350

0498 10
e 45435 = 8% z a788E 5 127.05%
HASIONAL 17602455 | 22081580 | 12551% 2282650 | 4648520 | 2028T% 12000% | 15885105 | 25598315 126.41%

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan (P4DK) sebesar 120% atau telah mencapai target triwulan
IV Tahun 2024. Besaran risiko awal tahun adalah 16, besaran risiko aktual turun

menjadi 15, status IRU aman. Walaupun IKU ini telah mencapai indeks capaian
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120% namun tetap diidentifikasikan kemungkinan permasalahan yang akan

menghambat pencapaian tujuan yaitu :

1 Adanya SP2DK yang ditutup LHP2DK "dalam pengawasan" akan tetapi
masih sampai dengan akhir tahun belum melunasi di KPP Pratama Sekayu.

1 Penyampaian potensi pajak yang masih harus dibayar WP (sesuai SP2DK)
yang sering kali tidak dapat dilakukan dalam sekali pertemuan maupun
kunjungan menjadikan waktu penyelesaian SP2DK memerlukan waktu yang
relatif lama, sehingga tidak sesuai timeline di KPP Pratama Lahat.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

1 Melakukan reviu dan penjaminan kualitas atas penyusunan DPP Semester |
dan Il yang dilakukan oleh KPP.

1 Pengawasan tindak lanjut Data, SP2DK dan LHP2DK setiap KPP setiap
bulan

1 Melakukan bimbingan teknis penggalian potensi dengan narasumber baik
internal maupun eksternal DJP.

1 Melakukan reviu dan penjaminan kualitas atas penyusunan DPP yang
dilakukan oleh KPP.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja

Tahun Sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU

2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
penyelesaian
permintaan
penjelasan
atas data
dan/atau

keterangan

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan
Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target Target ]
Nama IKU Realisa
Tahun Tahun Tahun _
Si
2024 dalam | 2024 dalam | 2024 dalam
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Renja DJP Renstra Perjanjan

Kinerja

Persentase
penyelesaian
permintaan penjelasan 100% 100% 100% 120%
atas data dan/atau

keterangan

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya
1. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian SP2DK Outstanding
ke seluruh KPP di lingkungan Kanwil secara periodik.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akselerasi penyelesaian
SP2DK dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian dan penentuan
prioritas WP yang perlu dilakukan percepatan penyelesaian SP2DK
(diselesaikan dalam waktu 60 hari dan 90 hari berdasarkan kategori WP).

j- 6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP
tepat waktu
1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

2024
TIR QL | Q2 [ sSm.l Q3 |sdQ3 Q4 2024
Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Realisasi 90,49% | 90,49%
Capaian
(Max 90,49% | 90,49%
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
3. Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah
kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada
Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung
dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah
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dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target

PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan

yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil

DJP) atas rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP

KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP

selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan

rincian:

1. Laporan KKWP triwulan | memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan | tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya,
dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. Laporan KKWP triwulan Il memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan Il tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan | tahun berjalan, dilaporkan
pada bulan April tahun berjalan;

3. Laporan KKWP triwulan 1ll memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan Il tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan Il tahun berjalan,
dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan Il tahun berjalan,
dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan
oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu.

Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai
realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi,

Kepatuhan, dan Penerimaan.
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Komponen 2
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur
aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan
penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan
Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari
dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah
daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan
sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan
dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP
Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM
Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam
penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui

Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

4. Formula IKU
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
= 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kamwil DJP tepat waktu + 40% kuslitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan
haku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing keponen perhitungan bobot maksimal adaleh 120%

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)
= (aloumnulasi poin penyelesaian laporan [ akumulasd target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

Nilai Potens! yang diusulkan

1 100%
Target Pemenuhan Bahan Baku :
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5. Realisasi IKU
Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil
DJP tepat waktu untuk sebesar 117% atau telah mencapai target Triwulan IV
Tahun 2024. Atas IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko. Tindakan yang telah
dilaksanakan:
1. Melaksanakan rapat rutin Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil
2. Pemberian IHT kepada Aktor Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan

sebagai upaya meningkatkan Kinerja para Aktor

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja

Tahun Sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Efektivitas
Pengelolaan
Komite
Kepatuhan - - - - 117%
Wajib Pajak
Kanwil DJP

tepat waktu

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
Target
Tahun Target Tahun
Tahun
Nama IKU 2024 Tahun 2024 o
2024 Realisasi
dalam 2024 dalam
_ dalam o
Renja dalam Perjanjan
RPJMN o
DJP Kinerja
Persentase
pengawasan
100% 100% 100% 100% 117%
pembayaran
masa
LAPORKNNER2B24
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8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi tahun selanjutnya adalah:

1. Penyusunan SK Komite Kepatuhan Unit Kerja dan Kanwil.
Laporan Komite Kepatuhan Triwulanan.
Pencarian dan penyusunan bahan baku secara mandiri.

Penegasan dan pemberian instruksi kepada FPP untuk membuat KKA.

a > DN

Memahami penentu IKU Komite Kepatuhan (3 komponen penghitung IKU).

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d Q3 Q4 Y 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi

paian (Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan,
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,
memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
3. Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan
nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui
dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian
pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan
dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan
penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter,
yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
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4. Formula IKU

|Capaian Komponen Tingkat Efeltivitas Pemerikasaan x 60%)

[Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x $0%)

Heterangan : capalan tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan KU Tingkat Efektivitas Pemeriksasn dan Penilaian

Keterangan Trivailan | Triwulan I Trwalan Il Triwulan IV
a. |Realizasi Komponen Tingka Efeidivitas Pemeriksazn B0, 00% 0, (0% 95, 00% 101, 008
b, |Traledory Target Komponen Tingkat Efekdtivkas Pemerksaan 80,00% B0, 00% BO.00% B0, 00%:
Capaian K Tingkat Efektivitas Pemeriksa ksimal 120%
c. ::'::?’LJ omponea Tingkat Efeldivitas Pomofiksaan (malasimal 120%) 100,00% M25m | 18T 120%
d. [Fealizasi Komponen Tingkat Efekdivitas Penilaian 90, 00% 05 00k 100, DV 115, 008
e |Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaizn 1100, 00% 100, 008 4100, 008 1010, 008
" :;a-p:a:}l{arrpnnm Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) 90,00% 95,00% 100,00% 115.00%
Riedlisas 1KU Tingkat Elekivitas Pomerniksaan dan Pen ilalan
0. |=(60% x Capatan Komponen Tingkat Efektivitas Pemenksaan) « (408 x Capaan 96,00% 10550 111,259 118,00%
Kompaonen Tingkat Efekivitas Penliaian)
h. |TarpetIKU Ting kat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100,00% 100, 00% 100,00% 100,00%
L :.;u_p:mhl KLU Tingkat Efektivitas Pemenksaan dan Penilaian 96,00% 105 50% 11,29 N80

* capaian per masing-masing komponen ditefapkan maksimal 1209%

5. Realisasi IKU

No Keterangan Triwulan | tiwulan Il triwulan Il triwulan IV
a |realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan 114,00% | 110,00% 105,00% 112,26%
b |trajectory target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan 80,00% | 80,00% 80,00% 80,00%
¢ |capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan (max 120%) (c=a}b)120,00% | 120,00% 120,00% 120,00%
d |realisasi komponen tingkat efektivitas penilaian 42,36% | 120,00% 120,00% 120,00%
e |trajectory target komponen tingkat efektivitas penilaian 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00%
f |capaian komponen tingkat efektivitas penilaian (max 120%) (f=d:e) | 42,36% | 120,00% 120,00% 120,00%

realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
=(60% x c) + (40% x f)

h {Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00%
i |Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i=g:h) | 88,94% | 120,00% 120,00% 120,00%

88,94% | 120,00% 120,00% 120,00%

NAMA VARIABEL BOBOT | TARGET | REALISASI| CAPAIAN* Cg:é? X
1 |Persentase nilai SKP Terhit tahun berjalan dibandingkan dengan d 5% 87,119 116,15 17,429
2 |Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terhit tal 1000 101,529 101,529 25,38Y
3 |Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 100 11342 11342 34,039
4 |Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 102,76Y 120,009 30,000
5 |Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi 75,979 108,53 543
Realisasi [KU 112,269
Capaian IKU* = (Realisasi IKUTarget IKU)
LAPORKNNER2B24
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Persentase nilai SKP  Persentase nilai SKP S Persentase
: - : i Persentase realisasi Persentase ketetapan
Terbit tahun berjalan disetujui

3 penyelesaian : .
| d
dibandingkan dengan dibandingkan Ll b ibandinglan cengan

emeriksaan remecisaan te o nilai restitusi
data potensi DSPP dengan SKP Terbit P waktu

Realisasi Capaian
lku Total IKU

113,76% 101,36% 118,32% 120,00% 105,44% 113,17% | 120,00%
BTA 120,00% 96,21% 120,00% 120,00% 103,17% 113,21% | 120,00%
LLG 120,00% 96,61% 81,80% 109,47% 107,14% 99,42% |120,00%
PKP 120,00% 103,58% 103,27% 120,00% 120,00% 110,88% | 120,00%
TP 116,83% 105,45% 105,19% 120,00% 98,64% 110,38% | 120,00%
PSU 120,00% 107,10% 120,00% 120,00% 120,00% 116,77% | 120,00%
PB 99,28% 100,14% 117,26% 120,00% 119,05% 111,06% | 120,00%
MDY 101,05% 96,08% 111,11% 114,52% 97,14% 106,00% | 120,00%
LHT 120,00% 103,24% 97,66% 120,00% 107,14% 108,46% | 120,00%
KYA 120,00% 92,67% 87,05% 120,00% 120,00% 103,28% | 120,00%
PRB 120,00% 109,58% 116,95% 120,00% 120,00% 116,48% | 120,00%
SKY 101,86% 112,84% 111,30% 120,00% 105,26% 112,14% | 120,00%

BGK 115,05% 101,55% 120,00% 120,00% 100,65% 113,68% | 120,00%

Perhitungan IKU Penilaian
Input Kinerja dilakukan dengan urutan Input S-PrintST > Penilaian -> Input Laporan > Validasi > Selesai

IKU Tingkat Efektifitas Penilaian

Jumiah Laporan Ketepatan Waktu Jumiah Kegiatan

oaktif e
P (non-  NJOP- sd1 sd2 dan
fan by

roaktt NJOP-  NJOP-
Request (DPP)  DPP) L buan bulan L K

) % 2 - Bis- Bis-
n  Penilai Waktu Capaian 1 2 1 2 ATB
1 oo% 12000 EEEED 14 3 19 25 1

14 s 55 43 4 - w0 8

1. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Kanwil DJP Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen 1 (Tingkat Efektivitas
Pemeriksaan) yaitu 120%, dan realiasi dari komponen 2 (Persentase Tingkat Efektivitas
Penilaian) sebesar 120%, sehingga realiasi IKU 120%. Tindakan yang dilakukan di
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian IKU ini
adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi tim (Kepala Bidang PPIP dan FPP Kanwil
ke KPP) dan Tim Kolaborasi antara Tim Pemeriksa Kanwil dan KPP, dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi tim (Kepala Bidang PEP Kepada Fungsional Penilai).

2. Penerimaan PKM Pemeriksaan tahun 2024 ditopang 38% dari pemeriksaan PBB yaitu
sebesar Rp 314M dimana terdapat kolaborasi antar tim Fungsional Pemeriksa Pajak dan

tim Fungsional Penilai Pajak yang berperan sebagai tenaga ahli dalam pemeriksaan PBB.

LAPORKNNER2B24
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6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun

Sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Y-4 | Tahun Y-3 | Tahun Y-2 | Tahun Y-1 Tahun
2024
Tingkat
Efektivitas
Pemeriksaan dan ) ) ) )
Penilaian

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di Tahun 2025 adalah:

a. Melanjutkan Monitoring dan evaluasi terhadap Fungsi Pemeriksaan dan Penilaian
oleh Bidang PPIP dan PEP.
b. Melaksanakan IHT Peningkatan kualitas SDM Pemeriksaan untuk mendukung

kemampuan tim pemeriksaan.

C. Persiapan bahan baku pemeriksaan serta Penyusunan KKA untuk diusulkan
DSPP Kolaboratif.

d. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2025.

e. Melakukan IHT Peningkatan Kompetensi SDM Fungsional Pemeriksa dan Penilai
Pajak.

f. Melakukan monitoring secara rutin terkait capaian IKU Penilaian KPP.

g. Meningkatkan jumlah bahan baku penilaian dengan fokus sektor perkebunan,

pertambangan, industry, dan e-PHTB.

7b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y 2024
Target 20% 40% 40% 60% 60% 90% 90%
Realisasi
Capaian
(Max 120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan,
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,

LAPORKNNER2®24
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memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
3. Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan
IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan
kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan
hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;

3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;

4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;

5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak
pidana di bidang perpajakan yang mengahsilkan outcome akhir dari proses penegakan
hukum Direktorat Jenderal Pajak.Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan
terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan
satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di
bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data
Elektronik  untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum
tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan
Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor
perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita.

LAPORKNNER2B24
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4. Formula IKU

Zehain Kanwil DJP Waijib Pajak Besar

Realizasi
Peneyelesaian
Pemeriksaan

2052 Bukti Permulaan

Target
Penyelesaian
Pemeriksaan

Bukti Permulaan

20K

[50% z Yariabel
Realisasi Tindakan Penagihan] +
Jumlah Hasil [30% z Yariabel Tindak
Realisasi Milai Kolaborasi Lanjut DSPC] +
Penyidikan Penyelesai Penegakan [20% z Yariabel
Telah Selesai an LFTFD Hukum Pencairan DSPC)
Target 20 Jumlah T Target Hasil A Target Tingkat
Pengidikan Realisasi Kolaborasi Efektivitas Penagihan
Telah Selesai Penyelesai Penegakan
an LPTFD Hukum

5. Realisasi

IKU

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi
s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Bukti Permulaan, dan Penyidikan

Penyelesaian Buper Penyel. 1 Penyidikan Penyel 1 LPTFD Kolaborasi
| Bobot |Realisasi | Bobot |Realisasi | Bobot |Realisasi | Bobot [Realisasi
Target | Realisasi Target |Realisasi Target |Realisasi Target |Realisasi
1KU IKU IKU IKU IKU IKU IKU IKU
21 23,8 20%| 22,67% 4 6,4 25% 30% 11 9,775 20%| 17,77% 126% 238,8 15% 18%

Penagihan

Tindakan Penagihan Tindaklanjut DSPC Pencairan DSPC
| Bobot |Realisasi | Bobot |Realisasi | Bobot |Realisasi REEIIEE] Capaian | Diakui
Target |Realisasi Target |Realisasi Target |Realisasi
1KU IKU IKU IKU IKU IKU

21 23,8 20%| 22,67% 21 23,8 20%| 22,67% 21 23,8 20% 22,67%] 112,99% 150,65%| 120,00%
penpeln s Penyelesaian LPTFD Kolaborasi Penagihan Realisasi IKU Target Triwulan IV Capaian IKU

Buper Penyidikan

22,67% 30%| 17,77% 18% 24,00% 112,44% 90% 124,93%

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Efektif
No Nomor SPPBP | Tanggal SPPB Nama WP NPWP Jatuh Tempq Tindak Lanju{ ~ Nomor SPHPBP  [Tanggal SPHPEP  Nomor LPBP Tangga\LPBA Nomor SPTLPBP| Tanggal SPTLPEPPokok (Rgf ~ Sanksi (Rp)| Pain
1 |PRIN-25/BPIWPJ.03/202. 16/11/2022 29102024 (8ayat (3)  |S-UHPBPIWPJ.0312024 | 04104/2024 |LAP-2ILPBPIWPJ.03/202 24/04/2024 |S-428\WPJ.0312024)  23/04/2024 34 MUy 0
2 |PRIN- ]JBP/WPJOS/ZOZ$ 25/00/203 091012024 |Penyidikan |S-15HPBPIWPJ.032024| 181092024 |LAP-20/LPBPIWPJ.03120p429/11/2024 |S-1443WPJ.0312024 1210212024 1
3 |PRIN 6/BP/WPJOG/202$ 16/06/2023 2610612025 [Penyidikan |S-14/HPBPIWPJ.032024| 180912024 LAP-lE/LPBPN\IPJ‘OSIZOIZA11/1]]2024 1
4 |PRIN-11/BP/WP). 03/20?3 16/08/2023 09/10/2024 |Penyidikan |S-15HPBPIWPJ.03/2024|  18109/2024 |LAP-20/LPBP/WPJ. 03/20}2429/11/2024 S-1443WPJ.0312028 1210212024
5 [PRIN-12/BP/WPJ. 03/2013 09108/2023 10104/2024 (8 ayat (3)  |S-5/HPBPIWPJ.0312024 | 03/05/2025 LAP-S/LPBP/WPJ.OSIZOZh 06103/2024 8-649/WPJ.0312024| 07/00/204 15 151517 11
6 [PRIN-13BPIWPJ. 03/20?3 29092023 10/11/2024 [Penyidikan |S-10HPBPIWPJ.03/2024] 2610812025 LAP-lO/LPBPN\IPJ‘OMU]ZA23/10/2024 S-1280WP).0320%8 3011012004 1
7 |PRIN-14/BPIWPJ. 03/2023 11/08/2023 15/11/2024 |Penyidikan |S-3HPBPIWPJ.0312024 | 19/04/2024 LAP-3/LPBP/WPJ,OSIZOZh 05007/2024 |S-519WPJ.0312024] 201052024 1.360] 11
8 [PRIN-15/BP/WPJ. 03/20?3 1711203 1211202024 |Penyidikan |S-4/HPBPIWPJ.0312024 |  19/04/2024 LAP-MLPBP/WPJ.OSIZOZk 05007/2024 |S-520WPJ.0312024] 201052024 110) 11
9 [PRIN-16BPIWPJ.03203 14122023 010812025 \
10 |PRIN-17/BP/WPJ. 03/20?3 15121203 01/10/2025 |Penyidikan |S-1UHPBPIWPJ.03/2024|  26108/2025 LAP-l]JLPBPN\IPJ‘OS/ZOIZA25/10/2024 S-128UWPJ.03/202¢ 301012024 11
11 |PRIN-UBPWPJ. 03/20241 0200772024 14/02/2025 [Bayat (3 [S-2HPBPIWPJ.03/2024 | 10/04/2024 LAP-l/LPBP/WPJ.OSIZOZ}i 230412024 {S-421IWPJ.032024)  23/04/2024 669) 665.26( 11
12 |PRIN- ﬂBP/WPJOS/ZOZ# 130212024 2110212025 (8 ayat (3) | S-22/HPBPIWPJ.0312024| 3010912024 LAP-13LPBPWPJ 032004 28/1012024 [S-1282WIP.0302008 301012004 11
13 |PRIN-3/BPIWPJ. 03/202{1 130212024 2110212025
14 |PRIN-4/BPIWPJ. 03/202@ 1310272024 2110212025 [Penyidikan [{S-9HPBPIWPJ.03/2024 |  08/08/2025 08
15 |PRIN- SIBP/WPJOSIZOZ# 16/02/2024 15/02/2025 [8ayat (3)  |S-13HPBPWPJ.0312024| 18/09/2024 [LAP-12/LPBPWPJ.03120p4 25/10/2024 |S-1260/WPJ.032026  25/10/2024 712 712590 11
16 |PRIN-6/BP/WPJ. 03/20241 16/02/2024 2710212025 [8ayat (3)  |S-TIHPBPIWPJ.032024 | 0810812025 [LAP-GILPBP/WPJ.03/202% 19109/2024 5-1092/WPJ‘03/20214 2509/2024 619 61922 11
17 |PRIN-T/BPIWPJ. 03/2024 16/02/2024 2110212025 |Penyidikan |S-6/HPBPIWPJ.0312024 |  08/08/2025 08
18 |PRIN- SIBPN\IPJOE/ZOZ{I 19/02/2024 26/02/2025 |Penyidikan |S-17HPBPIWPJ.0312024| 23/09/2024 |LAP-L7ILPBPWPJ.03120p4 11/11/2024 S-lAOZ/WPJm/ZOZk 18/10/204 11
19 PR\NE)BP/WPJOS/ZM 19/02/2024 26/02/2025 (8ayat (3 |S-18HPBPIWPJ.03/2024] 23/09/2024 [LAP-OILPBPIWPJ.0312024 1771012024 5-1212/WPJ‘03/202|4 2001012024 139) 13646 11
20 |PRIN-10/BP/WPJ. 03/20i4 2910212024 200312025 (8 ayat (3) | S-23/HPBPIWPJ.0312024|  07/10/2025 LAP-141LPBPWPJ 032004 29/1012024 |S-1284MPI.0320%8 3011012004 44 451 11
21 |PRIN-11/BPIWPJ. 03/2024 2910212024 250312025
22 |PRIN-12/BP/WPJ. 03/2014 2910212024 2610312025
23 |PRIN-13/BPWPJ. 03/20?4 03100/204 26/03/2025 [Penyidikan |S-8/HPBP/WPJ.03/2024 | (0811012025 |LAP-TILPBP/WPJ.03/2024 19/09/2024 |S-1003\WPJ.03/2024  25/09/2024 19 129214 11
24 |PRIN-14/BPIWPJ. 03/20?4 181032024 181032025 [Penyidikan |S-24/HPBPIWPJ.03/2024]  16/10/2025 08
25 |PRIN-15/BP/WPJ. 03/20i4 19/04/2024 15/05/2025
2 |PRIN-16/BPIPJ. 03/2024 19/04/2024 1610512025 |Penyidikan |S-16/HPBPIWPJ.03/2024| 1810912024 08
27 |PRIN-17/BP/WPJ. 03/2014 2010412004 2010512025 [Penyidikan |S-20HPBP/WPJ.0312024| 230912024 |LAP-16/LPBP/WPJ.03/20p4 11/11/2024 |S-1404\WPJ.031202¢ 181112024 11
28 |PRIN-18/BPIWPJ. 03/20?4 2010412004 05/05/2025
29 |PRIN-19/BP/WPJ. 03/2024 2210412024 14/05/2025
30 |PRIN-20/BP/WPJ. 03/20&4 24/04/2024 14/05/2025
31 |PRIN-21/BPMPJ. 03/20?4 24/04/2024 14/05/2025
32 |PRIN-22/BPIWPJ. 03/2014 05106/2024 13/05/2025 [Penyidikan [S-19HPBPIWPJ.03/2024| 23/09/2024 [LAP-18ILPBPWPJ.03/20p4 11/11/2024 {S-1403\WPJ.03/2024  18/11/2024 11
33 |PRIN-23/BPWPJ. 03/2024 05/0612024 28/05/2025 [Penyidikan |S-12HPBPIWPJ.03/2024]  06/09/2024 LAP-BILPBP/WPJ.OSIZOZF 171012004 S-lle/WPJ‘DE/ZOZId 2211012024 210) 2004 11
34 |PRIN-24/BPIWPJ. 03/2024 050082024 14/05/2025 |Penyidikan |S-2UHPBPIWPJ.0312024| 2610912024 LAP-lQILPBPNVPJ‘OSQU}ZA13/1]]2024 S-1422/WPJ‘03/202|4 2010204 11
TOTAL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN 28
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2. Penyidikan Telah Selesai

LAPORKNNER2624
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Nama N a‘
NO. elomak SPV PIC NOMOR | TANGGAL[TAHUNPAJAK  NAVA NPWP Tunggakan | Tindak Lanjut| Penyidikan Seles
elompol
UKelompok | |Kartiia Maryudin & Joko TriyantqS-4/SPDPIWPJ.03/406 Juni 2022  2019-2020 Penyidikan P-2 28
2Kelompok I |Aris Pujo Kristanto M. Bayu Eko S-USPDPWPMWP)06 Februari 4~ 2017 Penyidikan B 1
3Kelompok I |Avis Pujo Kristanto {Heru Munandar S-5/SPOPWPMPJ20 Mei 2023 | 2020 Penyidikan P2 07
AKelompok Il (Harun Al Rasyid M. Ichsan S-3SPDPIWPIWPJ 15 Maret 2028 2018-2020 Penyidikan P-2 14
SlKelompok I |Harun Al Rasyid M. Ichsan Penyidikan 83 02
6{Kelompok I |Avis Pujo Kristanto {Heru Munandar Penyidikan 83 02
I
Total Penyidikan 64
3. Nilai Penyelesaian LPTFD
Nila penyelesaian Nilai Akuisisi DE Nilai Uuran (GB) Nila Realisasi
NO | STD | TGLSTD | WAJBPAIK | SUPERVSOR|KETATW NPWP |  NOLPTD | TOLLPTRD Penyelesan
Jangha vy Akumsﬂappd Nia Bobot | Jumeh | Nia [Bobo| Ukuren | Nl | Bobot il
Aluisisi
1 [ST-UFDIWRJ[L3 Februar 2024 Heru Munan LAP-ATFOMP0B2024 25 et 2024 [F 28ian lampaakuisisi| 175 5 0 0 Byl 0 0 5 0875
2 |ST2FDMPYZE P 204 ogiWion AP ITFONPIOYS | 3 2fE 2in s Y W | 2 | 0 | ®| 2 | 08| B t
3 |ST3FDNPY2L et 204 b M LAPATFONPIOYA {24 [E 2 s Y W | 3 | 0 | ®| 3 | 08 | B !
4 |ST4FDNPY28Neret 204 ey LAP-ATFONPIOYRA T Wi 24 [E 2 s Y W] o2 | 0 | ®| 2 | 08| B !
5 (STSFONRL4Ne 204 Demny AP STFONP) 3024 2 2004 [E 28fen tpadaiss| L5 W |0 O m oo |0 | m |
6 [STAFONRI0 Ve 204 Heu Munen LAPSTROMPIRA BNIZ [0 6o by WEMjarpechil| 1 W] 2 | 08 | ®| 2 | 08 | B | 09
7 [STTFONRI0 e 204 Heu Munen LAPTFOMPIR B |n Ged by WE Wjarpehul] 1 w0 (N 0 A O 30 O
8 (STAFDNPIRLLI 204 Demny LAPSTRONPIB|  21Sep2 2bjn i i} W | 1| 08 [B| a0 | 08| B | 10
9 [ST-9FDIWPJ|26 November 2024 Yogi Wiwoh LAP-GTFONPY 032024 23Desember 2. 2Wan ampaluisisl | 175 S 0 0 By 0 0 5 0875
10 (ST-LLIFDIWPI(03 Desember 2024 Yogi Winoh LAP-A0TFDIPL.CB 2473 Desember 2F 28§1an fanpa akuissi 1% % 0 0 Bh| 0 0 % 0875
L1ST-12FDWP]04 Desember 2024 Waryudin LAP-LUTFOMPL03.202473 esember 2F 28ian lanpa akuisis 17 % 0 0 Bh| 0 0 5% 0875
1
Total Penyelesaian LPTFD 97m5
Taiget Forensk 1
Capaian 88.86%
4. Kolaborasi Penegakan Hukum
Nilai .
<P P _ Jumlah wWP Penegakan FPoin -
Kolaboras: Kolaborasi
- Hukum
301 23 5.199.170.524 18,6
302 31 A467.885.369 24,8
303 31 490.410.678 24,8
304 10 3.928.519.674 8,2
305 1s 106.927.725 12,0
306 s 1.646.459.383 4,2
307 27 22.633.961.915 22,49
308 2 275.112.465 1.6
309 41 9.315.540.259 33,0
312 50 1.797.607.400 40,0
313 30 639.347.800 24,0
314 28 3.844.474.650 22,6
315 3 1.322.671.036 2,6
Grand Total 2906 51 .668.088.878 238,88
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5. Efektivitas Tindakan Penagihan

KODE KANWIL|KODE UNIT|NAMA UNIT JMLWP DSPC|Target TL |SITA | PBS| CEGAH| BAYAR MINIMAL | LUNAS 2024 |REALISASITL| % TL | % TL (Max 120%) | %TLx Bobot 20%
T 301 [PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR 100] 50| 44 22 1 60 12 74| 148.00% 120.00% 24.00%
r 060 302 [PRATAMA BATURAJA 100 50] 29| 14 0 16 2 43| 86.00% 86.00% 17.20%
T om0 303 [PRATAMA LUBUK LINGGAU 100 50 27| 24 0 31 12 51|102.00% 102.00% 20.40%
" 060 304 [PRATAMA PANGKAL PINANG 100] 50| 15| 20 1 42] 17 58] 116.00% 116.00% 23.20%
T om0 305 [PRATAMA TANJUNG PANDAN 100 50| 18] 14 1 37 42 66 132.00% 120.00% 24.00%
T 060 306 [PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 100] 300 3 7 0 18 ] 21| 42.00% 42.00% 8.40%
T 0w 307 [PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT 100 50 12| 14 0 42 17 52 104.00% 104.00% 20.80%
T om0 308 [MADYA PALEMBANG 100 500 8 9 1 80 30 36 172.00% 120.00% 24.00%
" 060 309 [PRATAMA LAHAT 100] 50| 66 1 1 14 4 75| 150.00% 120.00% 24.00%
T om0 312 [PRATAMA KAYU AGUNG 100 500 17] 6 0 11 2 21| 42.00% 42.00% 8.40%
T 313 [PRATAMA PRABUMULIH 100] 50 28 7 0 21 3 41| 82.00% 82.00% 16.40%
T 0w 314 [PRATAMA SEKAYU 100 50 23| 11| 0 13 12 34| 68.00% 68.00% 13.60%
T om0 315 |PRATAMA BANGKA 100 50] 30| 26| 1 41 12 66 132.00% 120.00% 24.00%
" 060 060  |KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL 1,300 650) 320 175 6 426 173 688| 105.85% 105.85% 21.17%)

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 31 Desember 2024
*) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada https://s.id/bantuanpenagihan24

a b~ W N P

IKU 7b-CP terdiri dari 6 Komponen, dengan masing-masing bobot dan capaian
sebagai berikut:

. Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bobot 20%) = 107,14%
. Penyidikan (Bobot (40%) = 98%

. Kolaborasi (Bobot 15%) = 184,13%

. Forensik Digital (Bobot 20%) = 91,88%

. Efektivitas Penagihan (Bobot 20%) = 149,47%

Terdapat 1 komponen penegakan hukum yang masih di bawah 100% yaitu Nilai
Penyelesaian Forensik Digital. Latar Belakang komponen IKU tersebut tidak tercapai
100% adalah terdapat 7 (tujuh) Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan Forensik
ternyata Nilai Penyelesaiannya tanpa akuisisi sehingga nilai akuisisi DE dan nilai
ukuran (GB) dalam LPTFD menjadi tidak maksimal atau sama dengan 0 (nol).

Walaupun ada beberapa komponen yang tidak tercapai namun secara
keseluruhan IKU ini dapat mencapai target, hal tersebut disebabkan:

Penegakan Hukum:

1. Melakukan monitoring penyampaian kembali SPDP yang telah dikembalikan oleh
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

2. Melakukan monitoring penyelesaian LPTFD agar mengoptimalkan nilai penyelesaian
jangka waktu LPTFD sebagai subkomponen Nilai LPTFD.
Mengusulkan nama pegawai untuk menambah jumlah forensor aktif.
Melakukan Koordinasi melalui LO Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum
mengenai proses Pasal 44B.

Penagihan :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara One on One ke seluruh KPP terkait :
a. Komitmen Pencairan Tunggakan Pajak dalam DRM ;

b. Ketetapan yang belum dilakukan tindakan Penagihan Optimal
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2.

3.

Melakukan Pemantauan dan Bimbingan terhadap Tindak Lanjut Temuan BPK yang

belum dilakukan Tindakan Penagihan Aktif ;

Melakukan Rekonsiliasi dan Asistensi Pencairan Piutang PBB PTPN.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun

Sebelumnya

Penagihan, dan
Kolaborasi

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Y-4 | Tahun Y-3 | Tahun Y-2 | Tahun Y-1 Tahun
2024
Tingkat
Efektivitas
Penegakan
Hukum, ) ) ) )

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a.
b.

> e =~

Melakukan monitoring kegiatan Penegakan Hukum secara berkala.

Melakukan Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi

Sumatera Selatan dalam rangka Penyelesaian Penyidikan.

Mengusulkan nama pegawai untuk periode diklat forensik digital tahun 2025 dalam

rangka menambah jumlah forensor aktif.

Memilih dan mengusulkan Tenaga Forensik Digital yang berkualitas untuk

dikukuhkan dalam KEP Forensor oleh Dirjen Pajak Tahun 2025.

Membuat kriteria/melakukan seleksi atas permintaan bantuan penugasan tenaga

forensik digital dalam rangka meningkatkan kualitas LPTFD.

Melakukan Adjusment Daftar WP DPSC yang telah diinput KPP.

Melakukan Inventarisir Daftar Piutang setiap awal bulan.

Melakukan Inventarisir Daftar Piutang akan Daluwarsa.

Melaksanakan Kegiatan Monev capaian PKM Penagihan ;

1) Ketetapan yang belum dilakukan tindakan Penagihan Optimal

2) Mengingatkan dan monitoring terkait pembagian target per JSPN oleh Kepala
Seksi P3

3) Mendorong Kepala Seksi P3 untuk terlibat langsung dalam tindakan penagihan.

j-  Melaksanakan Kegiatan Monev Piutang Akan Daluwarsa

k. Melaksanakan Kegiatan Monev Tindakan Efektivitas Penagihan

I.  Melaksanakan Kegiatan Gelar Perkaraan Pencegahan
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m. Monev Kegiatan Joint Collection (DSKPB)

n. Melaksanakan Lelang Bersama

8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R

Q1

Q2

Sm.l

Q3

s.d Q3

Q4

Y 2024

Target

86.5%

86.5%

86.5%

86.5%

86.5%

86.5%

86.5%

Realisasi
Capaian
(Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non
keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan
Pasal 15 UU PBB.
Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB,
Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

3. Definisi IKU
Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak,
maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan
non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
Il. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

Komponen 1: Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini
merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM)
dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah
dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan
keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi
pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat
Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB
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yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan
tidak termasuk:

a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);

b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen

Nomor PER-7/PJ/2023.

Komponen Il : Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU)
ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu
adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d UU
KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan,
dihitung dari:

a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP
dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak
(tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;

b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi
pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah
Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d UU KUP dan Pasal
20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;

b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan
Ketentuan (Tolak Formal).

4. Formula IKU

Realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula
sebagai berikut:

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu

x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan

Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu

x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan

\ (Realisasi Komponen | x 50%) + (Realisasi Komponen Il x 50%)

LAPORKNNER2B24
Halam&d



AKUNTABILKIAHERj/BAHSII

5. Realisasi IKU

Proses penyelesaian permohonan keberatan memerlukan waktu yang cukup
lama karena harus melakukan permintaan data ke Wajib Pajak dan KPP, meminta
klarifikasi terhadap Wajib Pajak dan Fungsional Pemeriksa, melakukan visit ke tempat
usaha Wajib Pajak dan bila diperlukan meminta penegasan ke KPDJP atas kasus
sengketa keberatan yang spesifik.

Apabila tidak dilakukan dengan manajemen waktu yang baik, penyelesaian
permohonan keberatan bisa melampaui tanggal jatuh tempo IKU.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan secara periodik.

2. Melakukan percepatan penyelesaian berkas permohonan keberatan.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun

Sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Y-4 | Tahun Y-3 | Tahun Y-2 | Tahun Y-1 Tahun
2024
Persentase

penyelesaian
keberatan dan - - -

non keberatan

tepat waktu

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya
Berikut rencana aksi terkait iku ini di tahun 2025.

1. Tetap melakukan percepatan penyelesaian berkas permohonan keberatan dan
pengawasan atas penyelesaiannya serta mengingatkan fungsional secara lisan
maupun tertulis.

2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada KPP terkait prosedur/SOP Penanganan
berkas pemohonan wajib pajak.

3. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban dalam

penyelesaian permohonan keberatan/non keberatan.
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8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TIR Q1 Q2 [ Sm.l Q3 s.d Q3 Q4 | Y2024
Target 63% 63% | 63% 63% 63% 63% 63%

Realisasi

Capaian
(Max
120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis
Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non
keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15
UU PBB.
Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB,
Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

3. Definisi IKU
Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif,
maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan
yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya
hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
2. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di
Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

4. Formula IKU

Komponen Formula Bobot

Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya
hukum selanjutnya

Jumliah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan

vang tidak diajukan upaya hulum selanjutnya 80%

x100%
Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan vang

diterbitkan
Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di
Pengadilan Pajak
! 15 gt i) el Da et Vot gt i 20%
Tt Cenergn: Flepaiig i E F
Gnd Tl el o g
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5. Realisasi IKU

Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan banding atau gugatan merupakan faktor yang

tidak bisa dikontrol karena merupakan hak dari Wajib Pajak, demikian juga dengan

tingkat kemenangan DJP atas sengketa di Pengadilan Pajak karena murni kewenangan

dari Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga untuk mencapai target

capaian IKU menjadi uncontrollable. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan atas peraturan-peraturan yang terkait dengan

pemenuhan kewajiban perpajakan;

2. Melaksanakan diseminasi kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menghindari

koreksi pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan;

3. Menyusun buku Modul Sengketa Pajak, yang berisi kasus-kasus sengketa pajak

yang dimenangkan oleh Wajib Pajak di Pengadilan Pajak.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun

Sebelumnya
Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Y-4 | Tahun Y-3 | Tahun Y-2 | Tahun Y-1 | Tahun
2024
Persentase
penanganan
upaya  hukum 26.65%
yang efektif

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

upaya hukum yang efektif

Dokumen o
Kinerja
Perencanaan

Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024

dalam Renja DJP dalam Perjanjan Realisasi
Kinerja
Persentase  penanganan

45% 63% 85.47%

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan bimbingan teknis kepada KPP mengenai

administrasi permohonan keberatan dan non keberatan.

penanganan risiko dan
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2. Penyampaian hasil kajian atas putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan

mengabulkan banding Pemohon Banding.

3. Melakukan peningkatan kapasitas Penelaah Keberatan terkait kajian hasil putusan

banding.

9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan

data potensi perpajakan

1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d Q3 Q4 2024
Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% [L00%
Realisasi
Capaian
(Max 120)

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk

mendukung pengambilan keputusan.

3. Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi

Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi

perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

1.

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah
penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.

Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus
ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang
belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).
Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data
Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP
terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a)
1)

Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada
tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat
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dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang

bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan

melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan,
ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

5. Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan
LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP
ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-

6. Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis
potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:

a. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana
perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3)
ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi
Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).

b. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA
dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan
pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a)
(5))

7. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil
analisi potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling
lambat akhir Triwulan | dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi
Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
a. minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-

masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;

2. minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib
Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.

8. Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah
laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang,
Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

9. Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar
Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA
ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. Jumlah LHA yang
menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA yang diproduksi pada

tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan.
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B. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum
dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan
(KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal
atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak
(Lapangan).
Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi
pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah
memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas
seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat
dalam wilayah kerja KPP.
Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial
yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi
Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka
input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia
terdekat.
Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk
memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap,
unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan
disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun
intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung
berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.
Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-
11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan |-V menggunakan Aplikasi
Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya
dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data
hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya
tidak sama.
Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP
adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh
Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/

KITAS/KITAP atau sejenisnya;
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b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal
sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal,
tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya)
sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka
3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim
ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL
diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi
PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima
oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai
berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang
bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material
dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam
oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh
pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh
pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP
di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala
Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari
akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala
Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi
Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala
Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

0. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data
lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi

seluruh Kepala KPP di bawahnya.
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10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan
Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur

Ekstensifikasi dan Penilaian.

4, Formula IKU

& ( FPersenfase prodicist Laporan Sased Analiseis TL5495 data

BAET RN AT B+ Persentase  BETLVEL LTI e E POl EnSE

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

(Resalisasi kuantitas LHA x 50% = [Realisasi Kualitas LHA x $0%5

Realisasi Kuantitas LHA = [Realisasi produlksi LHA /Rencana produlkssi LHA) x S0%

Reali i Hualit LHA = [Jumlah LHA yangzg menjadi DSP4 /(802 x Jumlah produlcsi LHA)|x30%%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

e g s Y S
FfapranganSliumial rarget prodafss

5. Realisasi IKU

Realisasi Kakanwil ‘-
Kuantitas Kualitas L
Persentase - Realisasi Persentase
; 80% dari Persentas . i
N KU R Kuantitas LHA o Kualit Laporan Hasil Analisis
ama n
o enca a. o LHA Yanlg umla . o e Kualitas (LHA) data
Realisasi Produksi | Realisasi menjadi Produksi | Realisasi LHA <
: i (60%) , perpajakan
Produksi LHA LHA Kuantitas DSP4 LHA Kualitas (40%)
Persentase produksi Laporan Hasil
Analisis (LHA) data perpajakan 132 29| 45517% 273,10% 116 106 109,85% 43,94% 120,00%!

realisasi iku LHA

realisasi iku kpdl

realisasi iku data dan informasi
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